REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN
ANTARA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
FEDERASI RUSIA
TENTANG
BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA

Republik Indonesia dan Federasi Rusia selanjutnya disebut sebagai “Para
Pihak”

MENGAKUI hubungan persahabatan dan kerja sama antara Para Pihak,

BERKEINGINAN memberikan kerangka hukum untuk kerja sama yang lebih
efektif antara Para Pihak dalam memberantas kejahatan,

BERMAKSUD untuk saling memberikan kerja sama yang seluas-luasnya
dalam lingkup bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana melalui
pembentukan Perjanjian ini,

BERDASARKAN penghormatan kepada kedaulatan dan integritas wilayah,

noninterferensi urusan dalam negeri, dan saling menguntungkan,

TELAH MENYETUJUI hal-hal berikut:




Pasal 1
Kewajiban untuk memberikan bantuan hukum

Para Pihak wajib, berdasarkan Perjanjian ini, saling memberikan bantuan
hukum timbal balik dalam masalah pidana (selanjutnya disebut sebagai
“pantuan hukum”).

Bantuan hukum diberikan sesuai dengan Perjanjian ini jika tindak pidana
yang dimaksud, terkait dengan permintaan yang telah diajukan, dapat
dipidana menurut hukum Para Pihak. Pihak Diminta dapat, menurut
pertimbangannya sendiri, memberikan bantuan hukum juga dalam hal
tindak pidana, yang terkait dengan permintaan bantuan hukum yang telah
diterima, tidak dapat dipidana berdasarkan peraturan perundang-

undangannya.

Tujuan dari Perjanjian ini adalah secara eksklusif memberikan bantuan
hukum dari satu Pihak ke Pihak lainnya. Ketentuan dari Perjanjian ini tidak
akan menimbulkan hak bagi seseorang atau subyek hukum untuk
memperoleh atau mengecualikan bukti lain atau untuk mencegah
dilaksanakannya permintaan.

Perjanjian ini tidak memberikan hak kepada otoritas berwenang dari satu
Pihak untuk melaksanakan haknya di wilayah kekuasaan Pihak lain karena
kewenangan tersebut secara eksklusif berada di Pihak lainnya.

Perjanjian ini berlaku untuk permintaan bantuan hukum, yang diajukan
setelah berlakunya Perjanjian ini termasuk perbuatan atau pembiaran yang

dilakukan sebelum tanggal ini.

Bantuan hukum juga dapat diberikan sehubungan dengan penyelidikan dan
penyidikan, penuntutan atau proses hukum terkait tindak pidana di bidang
perpajakan/fiskal dan bea cukai.




Pasal 2
Lingkup penerapan Perjanjian

1. Bantuan hukum meliputi:

. penyampaian dokumen prosedural;

. pengambilan bukti;

. pencarian lokasi dan pengidentifikasian orang dan barang;

. permintaan kehadiran secara sukarela dari saksi, korban dan ahli di
hadapan otoritas berwenang Pihak Peminta;

. pemindahan sementara orang yang berada dalam tfahanan atau
narapidana untuk ikut dalam proses peradilan pidana di wilayah Pihak
Peminta sebagai saksi dan korban atau untuk tujuan proses peradilan
pidana lainnya yang disebutkan dalam permintaan;
mengambil langkah-langkah untuk membekukan, menahan, menyita,
dan merampas hasil kejahatan dan sarana untuk melakukan tindak
pidana;

. pemindahan dokumen, barang dan bukti lain;

. pemberian izin kepada perwakilan dari otoritas berwenang dari Pihak

Peminta untuk hadir pada pelaksanaan permintaan;
penggeledahan dan penyitaan;
pemberian informasi, dokumen, dan benda;
. bantuan hukum lain sesuai dengan tujuan dari Perjanjian ini dan tidak

bertentangan dengan hukum Pihak Diminta.

Perjanjian ini tidak berlaku terhadap:

a. penangkapan atau penahanan orang untuk tujuan mengekstradisi orang
tersebut;

b. pemindahan terpidana untuk menjalani hukuman; dan

¢. Pemindahan proses hukum dalam masalah pidana.




Pasal 3
Otoritas Pusat dan Otoritas Berwenang

Dalam rangka menyediakan kerja sama yang baik antara Para Pihak dalam
kerangka Perjanjian ini, maka perlu ditunjuk Otoritas Pusat bagi Para Pihak.

Otoritas Pusat untuk Republik Indonesia adalah:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Otoritas Pusat untuk Federasi Rusia adalah:

Kementerian Kehakiman Federasi Rusia untuk permintaan terkait dengan
proses persidangan di pengadilan Federasi Rusia,

Kantor Jaksa Agung untuk segala bentuk tujuan lain dari pemberian
bantuan hukum.

Otoritas berwenang adalah otoritas yang diberikan kewenangan oleh

masing-masing Pihak untuk melaksanakan bantuan hukum yang diminta.

Para Pihak harus segera memberitahukan satu sama lain melalui saluran
diplomatik apabila terdapat perubahan Otoritas Pusat dan otoritas

berwenangnya.

Otoritas Pusat dari Para Pihak harus langsung mengirimkan dan menerima
semua permintaan bantuan hukum yang diatur dalam Perjanjian ini dan

memberikan tanggapannya kepada mereka.

Otoritas Pusat Para Pihak harus melaksanakan permintaan bantuan hukum
secara langsung atau mengirimkan kepada otoritas berwenang untuk

melaksanakannya.

Apabila Otaritas Pusat meneruskan permintaan untuk melaksanakan bantuan
kepada oforitas berwenang, maka Otoritas Pusat harus memastikan
pelaksanaan permintaan yang cepat dan tepat oleh otoritas berwenang

tersebut.




Pasal 4
Bentuk dan isi permintaan

1. Permintaan bantuan hukum harus dilakukan secara tertulis.

2. Pihak Diminta harus segera menerima permintaan bantuan pada saat
penyampaian permintaannya dilakukan melalui teleks, faksimili, surat
elektronik atau jenis komunikasi lainnya, dan permintaan asli harus segera
disampaikan setelahnya oleh Pihak Peminta. Pihak Diminta harus
memberitahu Pihak Peminta tentang hasil pelaksanaan permintaan hanya

setelah permintaan asli diterima.

Permintaan bantuan hukum harus mencakup:

. nama otoritas berwenang yang meminta bantuan hukum;

. tujuan permintaan dan deskripsi bantuan hukum yang diminta;

. uraian tindak pidana yang terkait dengan permintaan, penyelidikan dan
penyidikan, atau proses hukum yang dilakukan, jenis tindak pidana,
salinan aturan hukum yang berlaku, yang kejahatannya dapat dikenai
sanksi pidana, dan juga jika memungkinkan sifat dan tingkat kerugian
akibat tindak pidana ini;

. alasan penggunaan dan deskripsi prosedur tertentu yang diminta oleh
Pihak Peminta untuk diikuti dalam pelaksanaan permintaan;

. identitas orang-orang yang menjadi subyek permintaan, penyelidikan
dan penyidikan atau proses hukum;

. batas waktu pemenuhan permintaan tersebut yang diinginkan oleh Pihak
Peminta;

. identitas, termasuk nama lengkap, nama keluarga (nama tengah) dan
alamat dan juga, jika memungkinkan, nomor telepon dari orang-orang
yang akan diberi tahu dan hubungannya dengan penyelidikan dan
penyidikan atau proses hukum yang sedang berjalan;

. indikasi lokasi dan deskripsi tempat, di mana pemeriksaan dan
penggeledahan diperlukan, dan barang yang akan disita;

i. pertanyaan yang akan diajukan untuk mengumpulkan bukti di Pihak
Diminta;




j. apabila terdapat indikasi bahwa kehadiran perwakilan dari otoritas yang

berwenang dari Pihak Peminta diperlukan, nama lengkap dan jabatan

serta alasan kehadiran mereka;

. kebutuhan, jika ada, untuk merahasiakan fakta bahwa permintaan

tersebut diterima terkait isinya dan/atau tindakan vyang dilakukan
sehubungan dengan permintaan tersebut;

. informasi lain yang mungkin berguna bagi Pihak Diminta untuk

melaksanakan permintaan tersebut.

Jika Pihak Diminta mempertimbangkan bahwa informasi yang terdapat

dalam permintaan tersebut tidak cukup untuk pelaksanaannya, Pihak

tersebut dapat meminta informasi tambahan.

Pasal 5

Bahasa

Permintaan bantuan hukum, dokumen pendukungnya, dan informasi tambahan

yang diteruskan sesuai dengan Perjanjian ini harus disertai dengan terjemahan

ke dalam bahasa Pihak Diminta, atau sesuai dengan persetujuan awal Otoritas

Pusat Para Pihak, ke dalam bahasa Inggris. Prosedur yang sama harus

diterapkan pada dokumen dan informasi yang diteruskan untuk menanggapi

permintaan tersebut.

Pasal 6

Penolakan atau penundaan permintaan

Bantuan hukum harus ditolak jika:

a.

pelaksanaan permintaan akan mengganggu kedaulatan, keamanan,
ketertiban umum atau kepentingan dasar lain Pihak Diminta;

. pelaksanaan permintaan bertentangan dengan hukum Pihak Diminta

atau tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini;

. permintaan berkaitan dengan tindak pidana di Pihak Peminta yang

tersangkanya telah dihukum atau dibebaskan di Pihak Diminta untuk
tindak pidana yang sama, atau yang telah melewati batas waktu;




d. permintaan berkaitan dengan kejahatan yang diatur dalam hukum militer
yang bukan merupakan kejahatan dalam hukum pidana umum;

e. Pihak Diminta memiliki alasan yang kuat untuk meyakini bahwa
permintaan yang diajukan untuk menuntut orang atas dasar ras, gender,
kepercayaan, kewarganegaraan, suku atau pandangan politik, atau
jabatan orang yang disangkakan karena alasan-alasan dimaksud.

Kerahasiaan bank atau kerahasiaan perpajakan tidak dapat dijadikan

sebagai alasan mutlak untuk menolak pemenuhan bantuan hukum.

Bantuan hukum dapat ditunda atau ditolak oleh Pihak Diminta jika
pelaksanaan permintaan akan membahayakan atau menghambat

penyelidikan dan penyidikan atau proses hukum yang tengah berjalan di

wilayah Pihak Diminta.

Sebelum memutuskan untuk menunda atau menolak pelaksanaan
permintaan, Pihak Diminta harus mempertimbangkan apakah bantuan
hukum dapat diberikan berdasarkan kondisi tertentu, yang dianggap perlu.
Apabila Pihak Peminta menerima bantuan hukum berdasarkan kondisi ini,

Pihak Peminta wajib mematuhinya.

Jika Pihak Diminta memutuskan untuk menunda pelaksanaan, atau
menolak pemenuhan permintaan, Pihak Diminta harus segera
menginformasikan kepada Pihak Peminta melalui Otoritas Pusat beserta
alasan keputusannya.

Pasal 7
Keahsahan Daokumen

Dokumen yang dikirim berdasarkan perjanjian ini dan disahkan dengan
stempel otoritas berwenang atau Otoritas Pusat Pihak pengirim dapat
diterima sebagai bukti tanpa pengesahan atau bentuk sertifikasi lain.




Atas permintaan Pihak Peminta, dokumen yang dikirimkan dalam cakupan
Perjanjian ini, dapat disertifikasi dalam bentuk lain, sebagaimana tercantum
dalam permintaan yang disampaikan sepanjang tidak bertentangan dengan
hukum Pihak Diminta.

Untuk tujuan Perjanjian ini, dokumen yang dianggap resmi dalam wilayah
salah satu Pihak harus dianggap sama seperti di wilayah Pihak lainnya.

Pasal 8

Kerahasiaan dan pembatasan penggunaan informasi

Pihak Diminta berdasarkan permintaan Otoritas Pusat Pihak Peminta harus
merahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangannya atas
fakta penerimaan permintaan bantuan hukum, konten, atau tindakan lain
yang diambil berdasarkan permintaan kecuali kondisi saat pelanggaran
kerahasiaan permintaan diperlukan untuk pelaksanaan permintaan.

Apabila pelaksanaan permintaan perlu  mengecualikan batasan
kerahasiaan, Pihak Diminta harus secara tertulis meminta persetujuan dari

Pihak Peminta, yang tanpanya permintaan tidak dapat dilaksanakan.

Pihak Peminta tidak menggunakan informasi atau bukti yang diperoleh

berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan sebelumnya dari Pihak

Diminta untuk tujuan selain yang tercantum dalam permintaan bantuan

hukum.

Dalam hal Pihak Peminta perlu membuka dan menggunakan seluruh atau
sebagian informasi atau bukti untuk tujuan selain yang tercantum dalam
permintaan, Pihak Peminta harus meminta persetujuan Pihak Diminta yang
dapat menerima atau menolak seluruh atau sebagian persetujuan tersebut,

jika memungkinkan.




Pasal 9
Pelaksanaan permintaan bantuan hukum

Permintaan bantuan hukum harus dilaksanakan berdasarkan hukum Pihak
Diminta dan ketentuan dalam Perjanjian ini.

Atas permintaan Pihak Peminta, Pihak Diminta harus memberikan bantuan
hukum dalam bentuk dan sesuai dengan prosedur khusus yang tercantum
dalam permintaan, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Pihak
Diminta.

Apabila Pihak Peminta meminta kehadiran perwakilan otoritas
berwenangnya dalam pelaksanaan permintaan, Pihak Diminta akan
menginformasikan keputusannya kepada Pihak Peminta. Apabila setuju,
Pihak Peminta akan diinformasikan sebelumnya terkait waktu dan tempat
pelaksanaan permintaan.

Otoritag Pusat Pihak Diminta akan mengirimkan informasi dan bukti yang

diterima sesuai permintaan dengan tepat waktu kepada Otoritas Pusat
Pihak Peminta.

Jika tidak memungkinkan untuk melaksanakan permintaan secara penuh
atau sebagian, Otoritas Pusat Pihak Diminta akan segera
menginformasikan Otoritas Pusat Pihak Peminta atas ketidakmungkinan

tersebut beserta alasannya.

Pasal 10

Penyampaian Dokumen

Berdasarkan permintaan bantuan hukum, Otoritas Pusat Pihak Diminta
harus segera melaksanakan atau mengatur penyampaian dokumen

prosedural.




Pihak Peminta harus mengirimkan permintaan untuk menyampaikan
dokumen berkenaan dengan respons atau kehadiran di wilayah Pihak
Peminta dalam jangka waktu yang wajar, sebelum respons atau kehadiran
yang telah dijadwalkan.

Pelaksanaan permintaan tersebut harus dikonfirmasi dengan dokumen
penyampaian yang mencantumkan tanggal dan tanda tangan orang yang
dituju atau pernyataan otoritas berwenang Pihak Diminta, dengan
konfirmasi, tanggal, dan cara penyampaiannya. Pihak Peminta harus
segera diinformasikan mengenai penyampaian dokumen tersebut.

Pasal 11
Pengambilan bukti di tempat Pihak Diminta

Sesuai dengan hukumnya, Pihak Diminta dalam wilayahnya harus

mengambil keterangan saksi, korban, dan ahli atau menghasilkan
dokumen, benda dan bukti yang dinyatakan dalam permintaan dan
mengirimkannya kepada Pihak Peminta.

Perwakilan otoritas berwenang Pihak Peminta yang hadir dalam
pelaksanaan permintaan harus diizinkan untuk menyusun pertanyaan yang
akan diajukan kepada orang yang dimaksud melalui perwakilan otoritas

berwenang Pihak Diminta.

Pihak Peminta harus memperhatikan setiap syarat yang diterapkan oleh
Pihak Diminta berkaitan dengan setiap dokumen dan barang yang akan
dikiimkan, termasuk persyaratan pelindungan kepentingan pihak ketiga

atas setiap dokumen dan barang tersebut.

Berdasarkan permintaan Pihak Diminta, Pihak Peminta harus, sesegera
mungkin, mengembalikan dokumen dan benda asli yang dikirim
berdasarkan ayat 1 dalam Pasal ini.




Pasal 12
Pemberian informasi, dokumen dan barang

Pihak Diminta harus memberikan kepada Pihak Peminta salinan dokumen
dan informasi dari otoritas Pemerintahan, yang dapat diakses publik
berdasarkan hukum yang berlaku di Pihak Diminta.

Pihak Diminta dapat, berdasarkan hukumnya, memberikan kepada Pihak
Peminta informasi, dokumen dan barang milik lembaga atau instansi
pemerintah yang tidak terbuka untuk publik, dengan dan berdasarkan
persyaratan yang sama sebagaimana bagi lembaga penegak hukum dan
peradilan Pihak Diminta.

Pasal 13
Penggeledahan dan Penyitaan

Pihak Diminta harus, selama diizinkan berdasarkan hukumnya,
melaksanakan permintaan untuk menggeledah, menyita, dan mengirimkan
bahan ke Pihak Peminta yang berkaitan dengan suatu penyelidikan dan

penyidikan atau proses hukum lain untuk masalah pidana yang tertunda di

Pihak Peminta, sepanjang permintaan itu mencakup informasi yang cukup

untuk membenarkan tindakan tersebut sesuai dengan hukum Pihak
Diminta.

Pihak Diminta harus memberikan informasi tersebut sebagaimana diminta
oleh Pihak Peminta mengenai hasil dari setiap penggeledahan, tempat
penyitaan, keadaan penyitaan, dan penahanan selanjutnya dari bahan yang
disita.

Pihak Peminta harus memperhatikan setiap syarat yang diberlakukan oleh
Pihak Diminta dalam hubungannya dengan bahan yang disita yang
dikirimkan kepada Pihak Peminta.




Pasal 14
Lokasi dan identifikasi orang dan barang

Otoritas berwenang Pihak Diminta harus menggunakan upaya terbaiknya
sebagaimana ditentukan oleh hukumnya untuk memastikan lokasi dan identitas
orang dan barang yang disebutkan dalam permintaan.

Pasal 15
Permintaan untuk menghadirkan saksi, korban, dan ahli di wilayah Pihak
Peminta

Apabila Pihak Peminta mengajukan permintaan menghadirkan orang untuk
menghasilkan bukti, melakukan pemeriksaan ahli, atau tindakan prosedural
lain dalam wilayahnya, Pihak Diminta harus memberitahukan orang yang
diminta tersebut untuk menghadap otoritas berwenang Pihak Peminta.

Permintaan untuk menghadirkan orang tersebut harus berisi informasi
mengenai syarat dan ketentuan untuk menanggung biaya dan pengeluaran
terkait dengan kehadiran orang yang dipanggil serta daftar jaminan yang
akan diberikan kepada orang tersebut berdasarkan Pasal 16 Perjanjian ini.

Permintaan untuk menghadirkan orang tersebut tidak mengandung

ancaman penggunaan tindakan pemaksaan atau ancaman hukuman

apabila orang tersebut tidak hadir di wilayah Pihak Peminta

Orang yang dipanggil akan memutuskan untuk hadir secara sukarela.
Otoritas Pusat Pihak Diminta harus segera memberitahukan kesediaan dari

orang tersebut kepada Otoritas Pusat Pihak Peminta.

Pasal 16
Tindakan jaminan keselamatan

Seseorang yang hadir di hadapan otoritas berwenang Pihak Peminta
terlepas dari kewarganegaraannya tidak dikenai tuntutan pidana atau
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tanggung jawab administratif, ditahan, atau dikenai pembatasan lainnya
atas kebebasan pribadi atau hukuman di wilayah Pihak Peminta atas setiap
tindakan yang dilakukan sebelum orang tersebut masuk ke dalam wilayah
Pihak Peminta.

Orang yang dipanggil tersebut akan kehilangan hak untuk tidak diganggu
gugat sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini apabila orang
tersebut meskipun setelah bebas untuk pergi meninggalkan wilayah Pihak
Peminta, tetapi tidak meninggalkan wilayah Pihak Peminta dalam waktu 15
(lima belas) hari setelah diberitahukan secara tertulis bahwa kehadiran
orang tersebut sudah tidak diperlukan lagi oleh otoritas berwenang yang
relevan atau, telah meninggalkan wilayah Pihak Peminta, tetapi kembali

secara sukarela.

Orang yang dipanggil tersebut tidak dipaksa untuk memberikan bukti untuk
kasus selain dari yang dinyatakan dalam permintaan.

Pasal 17
Pemindahan sementara orang yang berada dalam tahanan

(termasuk narapidana)

Seseorang yang berada dalam tahanan (termasuk narapidana) terlepas
dari kewarganegaraannya, dengan persetujuan dari Otoritas Pusat Pihak
Diminta dapat dipindahkan sementara waktu ke Pihak Peminta untuk
memberikan kesaksian sebagai saksi atau korban atau untuk membantu
dalam proses lainnya yang disebutkan dalam permintaan dengan ketentuan
bahwa orang tersebut dikembalikan kepada Pihak Diminta dalam jangka
waktu yang ditentukan oleh Pihak Diminta.

Jangka waktu awal untuk orang tersebut dipindahkan tidak lebih dari 90
hari. Atas permintaan dari Otoritas Pusat Pihak Peminta, berdasarkan
alasan yang kuat, jangka waktu tinggal dari orang yang dipindahkan

tersebut dapat diperpanjang oleh Otoritas Pusat Pihak Diminta.




Perintah dan persyaratan mengenai pemindahan dan pengembalian orang
tersebut harus dikoordinasikan oleh Otoritas Pusat para pihak.

Pemindahan orang ditolak:

a. apabila seseorang dalam tahanan (termasuk narapidana) tidak

memberikan persetujuan secara tertulis terkait pemindahan ini;

. apabila partisipasi orang tersebut diperlukan dalam proses pidana di
wilayah Pihak Diminta,

. apabila pemindahan memperpanjang masa tahanan (jangka waktu

pemenjaraan) orang tersebut.

Pihak Peminta harus menahan orang yang dipindahkan dalam tahanan
sepanjang keputusan otoritas berwenang Pihak Peminta untuk menahan
orang tersebut masih berlaku. Dalam hal dilepasnya orang dalam tahanan
tersebut atas keputusan Pihak Diminta, Pihak Peminta akan melaksanakan
ketentuan Pasal 15, 16, dan 18 Perjanjian ini yang berkaitan dengan orang

tersebut.

Jangka waktu pemindahan orang di luar wilayah Pihak Diminta dianggap
sebagai bagian dari penahanan (termasuk pelaksanaan hukuman penjara).

Apabila seseorang dalam tahanan (termasuk narapidana) tidak setuju untuk
hadir di hadapan Pihak Peminta karena alasan tertentu tidak dikenai upaya

paksa atau hukuman apapun.

Pasal 18
Pelindungan orang yang hadir atas permintaan atau pemindahan ke
wilayah Pihak Peminta

Apabila diperlukan, Pihak Peminta harus memberikan pelindungan terhadap
orang yang hadir atas permintaan atau pemindahan ke wilayahnya sesuai

dengan Pasal 15 dan 17 Perjanjian ini.




Pasal 19
Kasus khusus pemberian bantuan hukum

Pihak Diminta harus menyerahkan ringkasan berkas perkara pidana dan/atau
dakumen dan benda terkait dengan kasus tersebut yang diperlukan untuk
penyelidikan dan penyidikan dan/atau proses hukum apabila diminta, jika
otoritas berwenang dapat menerimanya dalam kasus yang serupa, kecuali
dokumen atau benda yang berisi rahasia Negara.

Pasal 20
Pelaksanaan tindakan pembekuan, penyitaan, penahanan, dan
perampasan hasil tindak pidana dan sarana untuk melakukan tindak

pidana

Para Pihak, sesuai dengan hukumnya masing-masing, harus saling
membantu dalam menelusuri, membekukan, menyita, menahan, dan

merampas hasil dan sarana untuk melakukan tindak pidana.

Untuk tujuan dari Perjanjian ini, “hasil tindak pidana™ adalah harta kekayaan
termasuk dana moneter atau kekayaan lainnya yang berasal dari tindak
pidana, secara langsung atau tidak langsung, pendapatan, atau

keuntungan lain yang diperoleh dari hasil tindak pidana tersebut atau harta

kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana yang telah dikonversi
atau diubah, atau harta kekayaan yang bercampur dengan hasil tindak

pidana.

Pihak Diminta harus, atas permintaan, berusaha untuk memastikan adanya
hasil atau instrumen tindak pidana berada di wilayah yurisdiksinya,
memberitahukan hasil pemeriksaannya kepada Pihak Peminta dan
mengambil tindakan untuk mengungkapkan dana moneter dan properti
tersebut, menelusuri operasi finansial dan menerima setiap informasi atau
bukti lainnya yang dapat memfasilitasi pengamanan dari pengembalian

hasil tindak pidana. Dalam pembuatan permintaan, Pihak Peminta harus




memberitahukan Pihak Diminta dasar dari keyakinannya bahwa hasil atau
instrumen suatu tindak pidana terletak di wilayahnya.

Di mana, berdasarkan ayat 2 Pasal ini, hasil atau instrumen tindak pidana
yang dicurigai ditemukan, Pihak Diminta harus atas permintaan
memberlakukan perintah penahanan atau pembekuan yang dibuat oleh
otoritas berwenang Pihak Peminta, atau mengambil tindakan sebagaimana
diizinkan oleh hukumnya untuk mencegah adanya transaksi, pengalihan
atau penghilangan hasil atau instrumen tindak pidana yang dicurigai, sambil
menunggu keputusan akhir sehubungan dengan hasil atau instrumen tindak
pidana tersebut oleh pengadilan Pihak Peminta atau Pihak Diminta.

Pihak Diminta harus, sejauh diizinkan oleh hukumnya, memberlakukan
putusan akhir yang dibuat oleh otoritas berwenang Pihak Peminta atas
penyitaan atau perampasan hasil tindak pidana, dana moneter atau properti
lain yang diterima sebagai hasil tindak pidana, penghasilan, atau manfaat
lainnya dari hasil tindak pidana tersebut, atau properti hasil tindak pidana
tersebut dikonversi atau diubah, atau properti hasil penggabungan tindak
pidana, atau instrumen tindak pidana.

Ketentuan Pasal ini juga berlaku untuk keputusan atas perampasan yang

dihasilkan dalam proses pidana, administrasi dan perdata.

Dalam penerapan Pasal ini, hak dari pihak ketiga beritikad baik harus
dihormati berdasarkan hukum Pihak Diminta.

Atas permintaan Pihak Peminta, Pihak Diminta dapat, sejauh diizinkan oleh

hukumnya dan berdasarkan syarat dan ketentuan yang disepakati oleh

Otoritas Pusat masing-masing Pihak, memindahkan hasil atau instrumen

tindak pidana kepada Pihak Peminta.




Pasal 21
Biaya

Pihak Diminta harus menanggung biaya pelaksanaan permintaan bantuan

hukum, kecuali yang harus ditanggung Pihak Peminta:

a. biaya terkait dengan perjalanan orang ke dan dari wilayahnya sesuai
dengan Pasal 15 dan 17 Perjanjian ini dan kehadiran mereka di wilayah
tersebut, demikian juga biaya lain termasuk yang timbul sehubungan
dengan pelindungan orang tersebut dan pembayaran karena orang
tersebut;

. biaya dan honorarium ahlj;

. biaya yang terkait dengan perjalanan dan kehadiran dari perwakilan
otoritas berwenang Pihak Peminta saat pelaksanaan permintaan sesuai
dengan Pasal 9 ayat 2 Perjanjian ini;

. biaya yang terkait dengan pemindahan barang-barang dari wilayah Pihak
Diminta ke wilayah Pihak Peminta dan sebaliknya.

Apabila pelaksanaan permintaan membutuhkan biaya yang sangat besar
atau yang sifatnya luar biasa, Otoritas Pusat Para Pihak harus
berkonsultasi untuk menentukan syarat dan ketentuan agar bantuan yang
diminta dapat diberikan, demikian juga pengaturan mengenai biaya.

Pasal 22
Konsultasi dan penyelesaian sengketa

Para Pihak atas permintaan salah satu dari mereka harus berkonsultasi
mengenai interpretasi atau pelaksanaan dari Perjanjian ini, baik secara
umum maupun dalam hubungannya dengan permintaan tertentu.

Sengketa yang timbul dari interpretasi atau pelaksanaan Perjanjian ini

harus diselesaikan melalui negosiasi diplomatik.




Pasal 23
Ketentuan Akhir

Dengan kesepakatan Para Pihak, Perjanjian ini dapat diamendemen dan

amendemen tersebut dapat berlaku sesuai dengan prosedur yang

ditentukan dalam ayat 2 Pasal ini.

Perjanjian ini berlaku 30 hari setelah tanggal terakhir Para Pihak saling
memberi tahu melalui saluran diplomatik bahwa persyaratan hukum
nasional masing-masing untuk pemberlakuan Perjanjian ini telah terpenunhi.

Perjanjian ini berakhir 180 hari setelah tanggal salah satu Pihak menerima

melalui saluran diplomatik pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya atas

maksud untuk mengakhirkan perjanjian ini.

Pengakhiran Perjanjian ini tidak dapat dijadikan dasar untuk tidak
melaksanakan permintaan bantuan hukum yang diterima sebelum tanggal

pengakhiran Perjanjian ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, diberi kuasa oleh Negara
mereka masing—masing, telah menandatangani Perjanjian ini.

DIBUAT dalam rangkap dua di Moskow pada hari ke-13 bulan Desember 2019,
dalam bahasa Indonesia, bahasa Rusia, dan bahasa Inggris; semua naskah
adalah autentik. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa
Inggris yang berlaku.
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JIOI'OBOP
MEZKAY
PECITYBJIMKON MHIOHE3HEN
50
POCCHHUCKOI ®EJAEPALNEN
o
B3AMMHOM MPABOBOM NOMOILM 110 ¥Y1'OJIOBHBIM JEJAM

Pecnybnvka Munonesns u Poceniickas denepauusd, nanee HMeHyeMble CTOPOIIaMH,

MPHHHMa#d BO BHHMaHHE CYIICCTBYIOIIHE MCKIAY CTOpOIlaMH JAPYRECKHE CBA3H H

COTPYOHHYECTBO,

keas odecneunts dostee 3hberruBHOC coTpy iHHMCeTEO MoKy CTopoHaMmu B obnacTi

OopbOBI ¢ HPCCTYTTHOCTRIO,

HaAMEPERAaACh PACITHPATE COTPYIHHYECTBO B 00NIACTH OKasallvsA B3aHMIIOH MPaBOBOH

MOMOLLM 10 YTOJIOBHEIM JIeJIaM MYTeM 3aK/IFoueHus HacToswero Jdorosopa,

OCHOBLIBASICE HA IPHHUMIIAX CYBCPCHHOI'O PABCHCTIBA, 1CPPUTOPY ansHOH HETOCTHOCTH,

HCBMCIATENRCTRA RO BHYTPECHHHE €A H B3aUMHOH BLIFOALL,

AOIOBUPHJIHCH O HIDKCCIIC(YHOITIEM !




Cratpa 1

O06s3aTeILCTBO N0 OKABAHHIO L PABOBOMH 1OMOLIH

CTOpOHEI B COOTBETCTBUM C HacToAlMM JIOroBOpOM OKa3biBalOT APy ApYry

RIAWMHYIO MPABRORYIO MOMOTIT TTO YTOJOBHBIM JIenaM (fianee - NpaBoBas NoMolb).

lIpaBoRas nomollle OKa3blBaeTCA B COOTBETCTBHH € HacToAWMM J[OTOBOPOM, C/IH

ACAHUE, B CBAZH C KOTOPBIM MOCTYIIHI 3allpoc, ABIACTCH YIOIOBHO HAKAZYCMbIM

COrlIacHO 3aKOHOZATenbeTBY 00enx CtopoH. 3anpamupaemas CropoHa MOMXKET mo

CBOEMY YCMOTPCHHIO OKAa3aTh NPABOBYH) MOMOLUB TAKHC B CIY4ac, CClM ACAHKMC, B
CBs3H ¢ KOTOPBIM MOCTYITHIT 3aTp0oc, HE ARMASTCA YTOMOBHO HaKasyeMbIM COrTacHo

€€ 3aKOOIaTeJILCTBY.

[lacTosmuii JIOroBOp MMEET LEJIbH) HCKIIHOYMTEIBHO OKa3aHuC opHoH CTOopoHOH
nparoroi noMonm pyrold Cropone. | lonoxenns Hactoawero Joropopa ne BeayT K
BO3HWUKHOBGHHUIO Y KAKUX-TIHOO (UIHUECKHX M IOPUAMUCCKUX JIMLL 1IPABA [TOyYaTh
WITH FCKIIKOYAThH TOKA3aTenbeTBa MO0 NMPensATCTBOBATL HCHOMICIHIO 3ampoca o

ﬁpﬂBOBOﬁ MOMOLIH.

Hacrosumii JTororop He npefocTaRIseT KOMIETEHTHRIM OpraHaM oJHOH 13 CTopoll
fpaBa OCYIIECTBIATL 11a TEPPHTOPHH JApyroii CTOPOHBI HOJHOMO4YMS, KOTOPRIC

OTHCCCHRI HCKIMKOHHATEIhHO K KOMIIETCHUIMH OPTraHOoB ,upyroii CTODOIILL

HacTtogauuii JIoroBop NpUMEHSETCS B OTHOLLEHUM 33a1IPOCOB O MPaBOBOA TTOMOTIH,
HOCTYHMBIIKX TIOCTe RCTYTUTEHHA B cuny Hactoswmero Jloropopa, Jaxe €ClM OHH
CBA3AHBI C TPECTYIUIEHHMEM, COBEPIUCHHBLIM 10 BCLYILIEHHWA B CHIIy HACTOAILCTO

Joroeopa.

“.paBDBaH MOMOIIL MOXKET TAKoKe MPEOoCTaBIATECA B CEA3ZM C paCcClICHOBAHHAMIKA,
YIOJIOBHbIM UPCCIACHOBAHWCM  WITH C}’I{E:ﬁHBIM pasﬁﬂpa'rem,cmo-m B OTHOLIEHHH

HATOroBbIX ((PUHAHCOBLIX) H TAMOKEHHBIX MPECTYIUICHUH.




Crares 2

O6beM OPABOBOH HOMOMH

1. TIparosast LLOMOII BKIIOYACT B CeD4:

a)
b)

c)

BPYUEHHE MPONECCYAILOLIX JOKYMCH1OE;

LICIYICEHC JOKA3ATENRCTR,

VCTAHOBIIEHUE MECTOHAXOKICHUAS A AACHTHOUKALHIO 1ML, ¥ IPCAMETOR:

BLIROB CBHAETENEH, NOTEPUEBIINX H 3KCMEPTOR I HX JOOPOBOISHOH SBXA B
KOMITETEHTHEIH opran 3anpamyearoied CToposss;

mepenavdy Ha BpeMs WM, COIEPXKALUXCH NOX CTpamed HiH OTOBIBAKOILKX
HAKA3dHUME B BHEIC JHMIOCHHAA CROOONLI, /i  y4acrdHd B YTOJIOBHOM
CYNIOMPON3ROJICTBE [1a TEPPHIOPHM 3a.ﬂpau£aBai01ueﬁ Cropolnst B KadeCise

CREACTEICH, TMOTEPTIEBITHX HIIY I OPOM3BOACTEA HEBIX TIPOTIECCYANILIIRX

JeiCTBUi, YKa3aHHEIX B 3aIIPOCE O MNAROBGH ITOMOIIH;

OCYMIECTBIENAE MEP [0 34MODAKUBAHMIO, HIBATHIO. apecTy, KOH(QUCKALWm
OOXON0B, TIONVHEHHEIX B PeIyILTaTe NpPeCryIHOH ACATETBHOCTH, H CPEACTB
COBCPIUEHMS IPECTYIUICHRAS;

mepenavy IOKyMEHTOB, IPEJIMETOB K HHbIX JOKA3aTCIbCTR,

IPSHOCTARICHIE DA3PCINCHHA HA TPHCYTCTBHE TPH HCHOJMHEHHH 3ampoca Q
NparoBOll MOMONIE HPEACTABHICHCH KOMIICTCHTHBIX OPTaHOB 3aMPAIHBAIOLCH
UTOPOHEEL
OO5LICK ¥ BLIEMKY;
TIPEAOCTARTIEHHE HA(OPMANNHE, JOKYMEHTUB M IIPCIMCTOB;

TFO0BIC APYLIME BALBL IPABOBOH MOMOITH B COOTBETCTBHM ¢ LICIAMH HACTONTIETO

JloroBopa, H¢ OpOTHROPEYAIHE 3AKOHOTATE/ILCTRY 3anpamupasMoil CTOPOHEL

. Hacrosnmuit JTOroBop fié IPEMEHAETCs & OTHOMICHHN

a)

apCCTa WM 3aNEKaRHS TOO0r0 NHLE C LEIbi0 BhUIAYH 3100 THTIA;

b) fepesaYN OCYKLEHHAIX M OTORBARMS HAKARAHMS,

<)

aepenaysd CYACIMPOR3IBOACTRY O YIOGLOBHEM JICHaM.




Cratea 3

Henrpanbabie B KOMIETEHTHRIC OPTAHLI

B uensx  ofecueueHus  Hajcxamcro corpyiHudectra CTopoH B pavikax

HacToANIero Jloropopa Ha3HA4YAOTCS HEUTpaILILie opraniti CTOPOH, KOTOPLIMH

HBIHHYTCA?

ot HMimonesuiickolt CTopoHBl - MHHHCTEPCTBO HOCTHLIMM H 1O LIPABAM YCIIOBCKA

Peenybimgn ManoHesnn.

ot Poceuickoil CropoHs:

Munucteperro tocTunuu Poccuiickoii Qeaepauuy - 10 BOIIPOCaM, CBA3ANILIM ¢
e TeNILHOCTEI0 cY0B Poccuiickol @eepaumy;

['enepankHas mpoxyparypa Poccuiickoit Demepauy - M0 BCEM HHELIM BOIIPOCaM

OKa3aHus NPaBOBOH MOMOUIH;

[KOMMETEHTHBIMH OplraHaMH BIKOTCS OpraHbl CTOPOH, YNONHOMOYEHHbIE KaiKI0H
w3 CTOPOH Ha OCYMIECTBAGHHE TeX WIIH HILIX ASHCTBHH, ABISIFOIHXCS MPEIMETOM

3anpoca o NpaBoBOd MOMOLLH.

CTopoHB He3aMe/JTHTEJIbHO YBENOMJIAIOT APYT JApYyra IO JHILIOMATHHCCKUM

KananaM 00 H3MCHEHMM CBOMX LCHTPAIbHbBIX OPIAHOR M Clephl WX KOMIETEHIHH.

Henrpanuiuie opranbl CTOPOH HENOCPEACTBCHHO HALPARISIOT W TOIYYaroT

3alpoCkl O I'I]JEIBCIBOﬁ MOMOTITH ¥ OTBETRI HA HHX.

LlenTpanbHelil oprad sanpawueaeMoil CropoHsl HCTIONHAET 3anpoc O MPaBoOBOM
HOMOLLM HCIIOCPCICTREHHO WITH HAMpPaBIseT ero A7d BBIULOIIEIHS KOMIETSHTHOMY

opraiy.

Ecnu newtpaneueii oprad sanpaiiupaemMoi CTOPOHBI HANPABISCT 34poc O
NPaBOBOM MOMOLIH Ul MCHOJIHCHHA KOMIICTEHTHOMY OpraHy. OH COACHCTBYST
OTCPATHRHOMY ¥ HaJJIeKallieMy HCIOMIEHHIO 3apoca 3THM  KOMLICICHTHBIM

OpranoM.




Cratesa 4

DupMa U COUCPIKAHHUE 3A1POCA © LPABOBOH MOV O

3anpoc o npaBoeRoi MOMOLIM COCTABNAETCS B NUCLMEHHOH (opme.

3anpamupaeMas CTopoua NpUHHUMAST K HCIIOTHEHUO 3alIPOC O NPABOBOH NOMOLLM
HEMEIWICHHO LHOCIIC CI'o HOJIYUYCHHUS N0 TelIeKey, (hakcy, ANeKTPOHHOH rouTe WUiu
IpYroMy noaodHoMy BHAY CBA3M, MPH 3TOM 3anpaliHeaomas CTOPOHA B BOSMOMKHO
Gosiee KOPOTKMIA CPOK LIPCACTARIACT OPHUTHHAT 3anpoca. JanpamusaeMas CtopoHa
unbopMHpYeT 3ampalHearouyo CTOPOHY O pesyiblardx MCLOMHCHUA 3aipoca o

[lpaBUBUEI HOMOLLM TOJLKO TTPH YCIOBHHA MOTYYEHWA €ro OpuruHaia.

3anpoc ¢ NpPaBoBO MOMOIIH COASPKHT:

a) HAWMCHORAHKWE KOMTIETEHTHOTO OPraHa. 3anpauiuBalomiero NpaBoByIo NOMOLLL;

b) 1ean 3anpoca U OMUCAHME 3aNPALIHBACMON HPABOROH HOMOLIK;

C) OIHCAHWE JISAHHS, B CRAZM C KOTOPBIM MMPOBOJHTCA MPOBEPKa COODIIEHHS O
NPECTYMIISHHH, paccliefoBaHue Min  cyucOHoc  pasduMpartenscTro, ero
HOPMAMYCCKYI0 KRAMA(MKAIIMIO, TEKCT 3aKOHA, B COOTBETCTBHH ¢ KOTOPLIM
TediHe ApsIeTcs YrOMOBHO HAKAZYEMEIM, a TAKOKE (110 BO3MUOKHOCTH) XapakTep
H pazMep yiepda, HPUUYHHCHHOTO B PE3VITRTATE 3TOTO JIEAHU;
obocHOBaIIME MPHMENEHWs M OMMCAHHe OCOOBIX 1poOLCAYP, KOTOPRIE
saupawmeaomas CTopaHa MTPOCHT TIPUMEHHTE MPH HCTIOJIEHHH 3anpoca;
Jaininie, WASHTHOWIHPYIOIWME JIHL, B OTHOLICHMM KOTOPKIX MPOROJATCA
npogepka CcooDUICHMA O TIPECTYNIEHWH, pacciefioBaiiie Hid cynedHoe
Pa3OHpaTEeNLCTRO;

JKeJEeMbli Uid 3anpareaouei CTopoHbl CpoK UCTIONTIEITHS 3anpoca;
nonuble GaMuIHK, HMENa (OTIeCTBa) H agpeca, 4 Takke (L0 BOIMOKHOCTH)
HOMEPA TENEDOHOR Jiu1L, KOTOPRIE IOGKHRT OBITh YBEIOMIJICHDL, U HX OTIIOIICHHE
K BeAYHIEMYCS PacC/IeNOBAHUIO MIIH CVAEOHOMY pasOupalCibeTRy:

YKa3aHHE HA PACLIOJIOKCHUE W ONMUCAHHWE MECTa, 171 HeoOXOIMMO NPOU3BECTH
OCMOTP H 00BLICK, @ TAKKE [TPEAMETOR, OMANEHKALLNX H3bATHID,

BONPOCH, KOTOPHIC HCOOXOMMO 3a7aTh JUIA NONYYElHsA II0Ka3aHWH Ha

TEPPUTOPHH 3anpaiiusaeMon CTOpoHsI;




B Ccliyyae 11pockObl 0 MPUCYTCTRHA NMPH MCTIONHEHWH 3anpoca NpeicTaBUTENIeH
KOMIMETENTIILIX OPraioB 3anpamupaomeidl CTOPOHBL - HX [OJHBIE HMEHA,
JOJDKHOCTH ¥ 0DOCHORAHWE HEOOXOIMMOCTH WX TIPUCY TCTBHA;

B ClIy4ae Heo0XOIMMOCTH MpPochly O COOMIOAEHHH KOH(MMACHUMAILHOCTH B
OTHOLIEHHH (bal{'['-‘d TNOJIYHEHWA Ballpocd O llp&BDBUifl NOMOIH, ero CoieKannu
" (1) moboro nelcTerA, NPeINPUHATOIO B CBA3M € 3aIIPOCOM;

mobvio apyryie  undiopMauMi,  KoTopas  MOKET  OKasaThed  [ONe3HOH

3amnpai HBaeMoii CTOpOHe AJIA UCTIOJIICIIMA 3anpodca.

4, Ecim saupammpacmas CTopoHa cUWTaeT, YTO CBeJEHHA, VKasalllble B 3anpoce o
NpaBoBoil MOMOIY, HEAOCTATOYHBI I €r0 MeuOiHeHus, 312 CropoHa Moxer

3ALPOCKH Th JONOIHHTCITRHYI HHOpMAaTin.

Cratha 5

Sanixu

3anpoc 0 MPaBoBOii TOMOIUH, MPHJIATAEMBIE K HEMY AOKYMCHTBL M JIONOJIHUTETRHAS
HHGOpMaUKMs B paMKax Hacroswcero J[ororopa conporOXIA0OTCA TEPEBOOOM 11 A3LIK
sanpaimupaeMoil CTOpOHBL MO0 MO NPEABAPHTEILHON JOIOBOPCHHOCTH TEHTPATTbHBIX
opraiioe CTOpPOH HA AHIIMHCKMEL S3biK. AHANOIWYHBIA TIOPAIOK TIPHMEHACTCA K

HJOKYMCHTAM H HHfl’lOpM aliiH, HanpaBpiIAeMbLIM B Ka4eCTBE OTBCT4 HA 3dlipocC.

Crarea 6

OTKa3 WIH OTCPUUYKA B OKA3AHAH MPABOBOH NOMOLIH

B npaeoreoi nomMoLM O1Ka3nRaETCHA, ECITH:

4) MCUIOJHEHWE 3armpoca O TPaBoOBOH TMOMOLIM  MOXKET HAHECTH  yHICpO

cyBepeHUTETY, Oesouacnocrw, nNyOnmWYHOMY  NOPAOKY MM JPYrHM
CYTIECTREHHBIM HHTEPEcaM 3anpalupaeMon CTOpoHsI;

HCTIQJHEHHE 3anpoca O llpaBUBﬂﬁ HOMOTIH MTPOTHBOPEYHT 3aKONOAATCILCTRY
SaﬂpﬂJIlHBﬂEMﬂﬁ CTO])DI{BI HIH 112 COOTBETCTBYCT MMOJIOMKCHMMIM HACTOAIIETO

JloroBopa;




3ampoc O MPABOBOM NOMOLUM KACaeTes ASHMS, 38 KOTOPOC NIHTO, MPURIEKAEMOe
K YIOJOBHOR OIBCICTBEHHOCTH Ha TEPPUTOPHH 3anpamupaioiiedl CTOPOHEL
OLLIO OCY;KNSHO MITH ONPARAAHO 3alpauuBacMoil CTOPOHOH B CRA3M C TEM IKe

JesTHHEM HIH [0 KOTOPOMY MCTCK CPOK JaBHOCTH,

3anPOC 0 MPABOBOM MOMOIIM KacaeTesl MPECTVIUIEHHS IPOTHE BOCHHOH Cily KOB,

KOTOPOZ HE  SBJBICICH  UPCCTYNNEHHEM no  OOIEMYy  YrOolOBLOMY
3aKOHOJATENbCTBY;

sanpainueaemas CropoHa HMECT RECKWe OCHOBaHMS TI0Jarath, YTO 3ampoc O
MPaBOBOH MOMOLIM TIPEACTABNICH ¢ LI UPECACAORAHMS JTHIA TIO MPH3HAKY
pachl, MOJIA, BEPOUCLIOBC/@HMA, TPAAIAHCTBA, HALMONAILIOCTH WIH MO
HONMATHYECKUM  yOesknennaM JMOO MONOXKEHHIO STOTr0 JIMUA MOMCL OHITh

niarneceH yuept mo moboi 13 3rux LPHYHH.

Ccbika Ha OAlKOBCKYIO MM HAOTOBYH) TAHHY HC MOXKET CNYRKHTh aOCONOTHLIM

OCHOBAHHEM 1M OTKA38 B OKa3aHHH npaaosoﬁ TIOMOILIIH.

Janpamrpaeman CTOPOHA MUXKCT OTCPOYATh MM OTKA3aTh B UCIOIIIEHHHA 3apoca
O NPABOEOH FIOMOTW, €CNM CHHTAET, UTO €0 HCTIONHEHHE MOKET HAHCCTH ymepd
WM 3aTPYIIHUTL OCYIIECTBISHHE PACCIICA0BAHUSA MW CyIeDHOTO pasOuparenueTsy,

TIPOBOAHMOI'O HA CC TCPPHTOPHH.

[Nepen NpHHSTHEM pelieHus o0 OTCPOYKE WIH OTKase B HCMOJIEHHH 32ampoca o
LPAROROH TTOMOIIH 3arpaluHBaeMas CTOpPOHA paccMaTpuBact BONPOC O TOM, MOMKET
¥ Tpapopas MoMouws Owith OKa’aHa HA YCIOBHAX, KOTOPHIE OHAa CUHTACT
Heobxoaqumiivi. FHemid sanpamumpaiomas CTopoHa coriauiacTes Ha OKazaHue

MPABOBOM MOMOLUM HA TAKUX YCIIOBUAX. OHa 0DsA3yeTCs COONMIONATE HX.

Ecim zanpamusaemad CTopona NpHHHMaeT pewcHuc 00 oTKase B OKalallHH
MPaBOBOH TIOMOLUH WIIM CC OICPOTKE, OHA YBENOMIAET 00 5TOM 2aNpallUBAOLLY IO

Cropony vepes ee HEHTPANLIILINA OPraH ¢ YK43aHUCM IPHYWHBI TAKOTO PELICHHA.




Cratea 7

JelicTRHTEILHOCTE JOKYMEH TOB

JIOKYMENTEI, TIPEICTABIEHHEIE B PAMKAX Hactosiero JJororopa u ylocToRepEHHbIE
repOOBOH  MEHATHK) KOMUCICHIHOID Oprada  WOH  IEHTPATbHOrO  oprana
nanpasnaromei CToporbl, NPUIAMAIOTCA 0€2 UX Nerannsauuy Wiy UHOH Qopmbl

3aBEPEHMUA.

IMo mpocube 3anpammBaomieli CTOPUHBLL JOKYMCHTEI, Hamiparnsembie B pamMKax
Hacrosiero Jlorogopa, MOTYT OBITh 3aBEpeHB! HILIM O0pa3oM, VKa3aHHBIM B
3a0poce O MPaBOBOH MOMOLIM, CCIM Y10 HC TIPOTHROPEYHT 3aKOHOAATEILCTBY

satpaniracmMoi CTopoHsl.

Ina ueneii nactosauero Jorogopa JOKyMCHTbI, KOTOPhIE ABTAKTCA OQUITHAILIILIMH
HA TCPPATOPUK 0THOM CTOPOHBL TIPU3IIAIOTCS TAKOBLIMH M HA TEPPUTUPHK IPY IO

CTOpPOHBL.

Crata 8

KonduaenuuaisHocrs H OTPAHHYCHAA B HCHOAb30BANHE HHpOPMALHH

Sanpamupaemas Cropona 10 npockle TEeHTPATPHOTO Opralia 3anpamiMBaolueH

C‘leDHB}‘ pbecrieydBaeT B COOTBETCTBHH CO CBOMM  34KOHOJIATEITRCTROM

KOHDHIAECHUMANLHOCTE B OTHOICHWH (akTa MONy4YeHHs 3anpoca O MpaBoBOM
NOMOTIH, €ro CONEPIKAIAA WM JTIo00ro AEHCTEMs, UPCANPHHATOTO B CBA3H C
3alIPOCOM, 3@ MCKIHOYCHHEM TEX CIy4aes, KOrga Orjacka 3anpoca SBjscics
HCOOXOTAMO 1714 ero HCIIOJIISITHSL.

ECaH MpY MCHOJMHCHMM 3ampoca O TPABOBOM MOMOIIM BOZHHKAET HEOOXOUMMOCTR
CHSTMS FI0r0 OTpaHwdenus, sanpamupaeMas CTOpOHA B 1IMCEMCHHOWH (opme
JanpaiiMBaeT paspelieHHe saupamnraoniell CTopoHsl, 0e3 KOTOPOTo 3anpoc He

HUCIHOTHACTCA.

Janpamueaowas Cropona 63 MpefBapHTENbIIOrO PaspellieHks SalpaluBacMon
C'ropoHBI HE HCMONB3YeT HIIQOPMALKIO HIH JOKA3A1CIULCTRA, TIOJTYYEHHBIS B paMKaX
HacTosiero Jororopa, ans UHbIX HeTell, KpoMe VKa3aHHBIX B 3alIpoCce O TIPaROROI

TIOMOTITHA.




3.

B cnywae ecnu zanpammpaiomied CropoHe noHagoOwics upcualb OIUIEACKS H
MUCIIONB30RATE  MONHOCTRKY MM YACTHYHO TONYYeHHble HHQOPMALHIO HIH
JOKa3aTeNLCTBa A UedeH, HE YKA3dHHBIX B 3aUpOoce O 1IPAaBOBOH TIOMOLIH, OHA
3ANPALMBACT COOTECTCIRY IOLLCC PA3PCIICHUC Y 3anpammRaemMoi CTOpoHsI, koTopas

MOIKET COrNacHTLCA HITH OTKA3ATL MNOMIOCTEIO HITH "IACTHTHO B TAKOM paspelucHMH.

Crates 9

HcnoaHenne 3anpocor 0 NpaBoBoH NOMOIA

Henosivenne 3ampocos o MpaBoBod MOMOIUH OCYIIECTBISIETCA B COOTBETCTBHH C
3aKOHOJIATENCTBOM 3anpainupaeMoil CTOPOHEI U TOJIOKEHMAMH HACTOMILEIO
Horoeopa.

Ilo mpocebe 3ampammpaiomteidi CTopoHLl 3anpaiureacMas CropoHa OKashlBacT
IIPABOBYI) LIOMOIL B JOPME M R COOTBETCTBHM €O CIELHANLIION NpOLEeIypoi,
KOTOpbIe VKazallbl B 3anpoce O MPABOBOH MOMOLLM, €CIM 310 HC LPOTHROPCHHT

3aKOHOJATEILCTRY saupaugacvoi CTopornl.

Ecnu  3anpaumparomas CropoHa ofpawgercs ¢ upochboii 0 TPUCYTCTRHM
HDG,HGTaBH’It:Jlﬁ:ﬁ CC KOMIICTCHTHRIX OPTaHOR NPY HCIMMOTHEHHH 3amnpoca O HpaBOBOﬁ
nmoMouIH, 3anpamxsaemas CTOpOHA YBEIOMIBET €€ O CROCM PCITICHHWH. B cnygae
NMONOKHUTCHBHOLI'O peHicHAA FAnpamABaronan C’[‘O]}Ol 12 3aﬁnar03pemeﬂ HO

YBEIOM.IACTCS O BPEMEHH H MECTE MCIIOJIHCHMS 3a11poca O TipE.ROROﬁ TIOMOIITH.

Icarpanehniii  oprad  3anpamiupacMoil  CTOPOHEI CBOSBPEMEHHO  HANPABRICT
NOIYIEHHBIE B PE3Y/IbTATE MCHOIHCHAS 3a1TPOCA O MPaBOBOH MOMOIH HIIPOPMAITHIO

M OK4321¢/bCTRA UCHTPATRHOMY OpraHy 3anpaiupaionied CTOpOHBL.

[iciiM HEROZMOMHO MCHOIHWITD anpoc o l'ipﬂBOBDﬁ NOMOLIHA IMOJHOCTED HITH

4acTHYHO, NEHTPAILHBIH opran 3anpaimpaeMoii CTOPOHBL HC3AMCIUTUTETRHO

coobmaer o6 HTOM UCHIpANRHOMY oOprany sanpamupaiowei CTOpoHBI H

uHPOPMEPYET 0 MIPHYUHAX, NPETATCTBYIOUMX HCIIOTHEHHI 3a11pocd.




Cratea 10

Bpyuensne JOKyMeHTOB

Bo ucnonHeHue 3anpoca O NPaBOBOH NOMOIIH LIEHTPANILHBIN OPraH 3anpalHBacMoin
CTOpPOHBEL  HEZaMELJIMTENLHO  OCVIUECTRIISET WM OPI4HW3Yel  BPYUYCHME

NpoHecCyalbHBIX TOKYMCHTOB.

Baupaumraromas  CropoHa mnepefacT 3anpoc O BPYYEHHH  MPOIECCYANTbHBIX
JIOKYMEHTOB, KOTOpBIe TIPEeIYyCMAaTpUBAIOT OTBET WM ABKY Ha TEPPUTUPHIO

zaupaimBaomci CTOPOHRL, B PA3yMARIE CPOKH /10 HAMEYESHHBIX OTRETA WIH IBKH.

HenosHeHnue salpoca 0 BpyUYCHHH 11POLCCCYallbHbIX TOKYMCHTOR TIOJTTREPKTAETCH
JOKYMCHTOM O RPYHUCHWH C YKARAHHEM JIaThi W MOJITHCKID a/ipecara HilH 3asBlieHHeM
KOMIIETEHTHOrO OpraHa 3ampaiiMBacMoil CTOPOHBL, B KOTOPOM LOATBCPIKUAKTCH
dakT, nara v Nops0K BpyueHWs. Janpaimuaioniad CTOpoHa HE3AMELIHTENLIO

HHPOPMHPYETCA O BPYHEHUH JOKYMEHTOR.

Crarsu 11

TMony4decnne N0KA3aTCILCTE HA TCPPHTOPHH 3anpamuBaeMoli CToponsl

331[[33;.[!&13&01\1&3 CTO[)DH& R COOTRETCTRHH CO CBOHM 3aKOHOIATEILCTBOM MOJIYUACT
1a CBoell TeppUTOPHM IMOKA3aHWUA CBUACTENEH M NOTCPIEBIUMX, 3aKIIKOUCHMS
SKCMIEPTOR, JIOKYMEHTBI, TIPEJAMETHI W JPYTHE JOKA3aTeILCTRA, YKA3aHHBIE B

3arpoce, W TepenaeT ux 2anpawmeaomieii CropuoHe.

11 peAcTaBHTEIAM KOMIOETEUTIILIX opraroe 3anpaumaamu.leﬁ C'l'U]}{J HbIL,

NPUCYTCTEYIOIMM  IPY  WCIIONHEHWH 3anpoca, paspemaerca  Gopmyauponarh
BOLPOCK, KOTOphiE MOryT ©bITh 3adaHbl COOTBETCTBYIOMIEMY IHIY "epes

NPeACTaBUTENsE KOMIIETEHTHOrO OpraHa saupaiusacmoil CTopors!.

Janpammpaiomas  Croporra  coOmogaer  JiroObie  YCIOBUS,  OI'OBOPCHHBIC
sanpaiueaeMoi CropoHOH B OTHONIEHWW TNepeiaBaeMblX eH JOKYMEUTOB M
NpeAMETOB, B TOM HHCJIE KAacAlOUIMECs 3allldThl MPaB TPETbUX JiML, HA TAKHC

JOKYMEHTBL M LIPCMCTBIL.




anpawuearomas C1ropoHa ROZBpaIacT 1o Tpedoranmio sanpamuraecmoil CTopors
B BO3MOKHO Oonee KOPOTKMH CPOK OPUTHIANLI JOKYMENTOB W IMpe/IMeTLl,

LISPEUAHHDBIC Ci B COUTBCICIBUM C IYHKIOM | HacroAeii cratby.

Crares 12

Ilpcacrasacne HHGOPMANHE, NOKYMCHTOB H NPEIMETOB

Sanpamvpaemas CTtopoHa mnpexacTapnseT 3anpawdpaiomedd Cropone KomuH
JOKVMEHTOR M HHDOPMALIMIO 1OCY AAPCTBCHHBIX OPIAHOE, KOTOPBIC B COOTBCICTRUM

¢ ee 3aKOHOATENLCTBOM ABIMIOTCS COETOCTYINILIMY,

anpaimmracvas CTOpOHZ MOMET B COOTBETCTBHH €O CBOWM 3aKOHOIATENBCTBOM
npencTaBuTh 3anpammBaionieii Ctopore moduie UNpOPMALHIO, AOKYMEHTHI H
npeuMeThbL, HAXOUAIIHECH BO RIAJACHHH FL‘IC}"Hﬂ[}CTREHHﬂFﬂ OpFﬂHﬂ, HE HMCHMIIHE
oDIIero 10CTyNa B TOM CTEICIH | 114 TeX JKe YCIOBHAX, KaK OHU ObUIH Obl OCTYIIHbI

ee COOCTBEHHBIM HPABOOXPAHUTCIIEHBIM W CYJIEOHRIM OpraHam.

Craren 13

OOLICK B BEIEMKA

Janmpammaemad CTopoHAa B TOH MEpE, B KaKOH IO3BOIIET €€ 3aKOHOAATCILCTRO,
HCTIONIHAET 3anpockl 00 00bICKE, BBICMKC M nepefiaue sanpamusatoiieli Ctopone
mMOOBIX MaTepHaIoB, HMMEIOMHX OTHOMIEHHE K pPAacClEAOBAHMI0 MM MHbIM

NpoHeCCY A IEHBIM HEHCTBUAM B CBH3M C LPOM3ROJICTROM TIO YTOIOBHOMY OEITY B

sanpammsarouieii CToporne, NpH YCIOBHH, TO COOTBETCTBYIOLIMA 3a11POC RKAKYAET

B ceba gocrarouno uHopMaipin, 4100 B COOTBETCTBHH € 3aKOHOIATENLCTBOM

sanpanmeaemMoil CTOpOHRI Takue eHCTBHA OBLLTH 000CIIOBAHHEIMH.

Banpawmpsacman Cropona nipejcTasnseT WHGOPMAIHIO, KOTOpas MOMKeT OLITh
HeoOXomuMa 3anpamnpaiomiel CTOpOHe, OTHOCHTENILHO PC3yiblaToB 000TO
o0BICKA, MecTa u3baiks, OOCTOSTENRCTR MIBATHA M IOCIHEOVIOIIEro XpaneHus

H3DLATBIX MaTCPHAIOB.




JanpamuBaromad  CTopoHa coOmiomaeT JoOLle  YCIOBHSA, OroBOpEeHHLIS
sanpamuBaeMoi CTOPOHOH B OTHOWSHMH JUHOOBIX M3BITBIX  MAICPHZIOR,

LCpeaaracMeiX 3anpanmmrraiomed Ctopaone.

Cratea 14

VYeranoniaenne MeCTOHAXO0KIEHHS H ll,[lell']"lﬂb]] KANHH JIML H IpeaMeToB

Komnerentnrie opranbl zanpamiveacMoii CTOpOHBI LPCAIPUHMMAKT 110 3alpocy ©
MPaBOROH MOMOIIH NPETYCMOTPEHHBIE €€ 3aKOHOJATSALCTBOM MEPDLI I YCTAHOBIISHHS

MECTOHAXOMKTEHH H HISHTHDHKALIMY JIML U IPeAMCTOB.
Crates 15
Bhi30s cBHAETENEH, TOTCPICRINAX H IKCNCPTOB HA TEPPHTOPHIO

zanpamueameii Cropusb

Ecmu sanpammparomas CTopoHa NPeacT4BIbeT 341poc O BhISOKC JIATa T8 nagu

HOK}B&Hﬂﬁ, NMPOBEAEHHA JKCIEPTHILI HIH HIILIX [POUSCCYANILHBIX ,E[,CﬁCTBHﬁ Ha

CBOEH TeppuTOpHM, 3anpammBaeMas Cropona coolw@er oMy My O

ONpUrialeduu saipamuparomeit CTopoHk! FBMThCA B €€ KOMIETEHTILIE Opralibl.

3ampoc O BBIZ0OBE JIMLA JIQIDKCH COJCPAATH CREIEHNS 00 YCNOBHAX M MOPAOKE
OTITaThl PacXO/IOB, CBA3aHHBIX C fABKOH BLI3LIBAEMOTO JIHLA, & TAKKE IICPCYCHb
rapaHTHi, KOTOPBIE NPEAOCIMBIAKIICH CMY B COOTBETCTBHM €O cTaTbhed 16

HacTosumero Jlorosopa.

3anpoc 0 BHIZ0BE JIHUA HE JMOIUKCH COACPKATR YTPO3K NPHMEHEHHS TIPHILYKICHHA
WM HAKa3aHKs B CIIVYAe MEABKH DTOrO JIMIA HA TEPPHTOPHIO 3alPALIMBAIOLICH

CropoHsl.

BeisniBacMoe THIIO JOOPOBONEHO MPUHUMAET PCLLCHUC O SRKE. | [eHTpansHelil opran
zanpaiuBacmoil CropoHRl HEIAMEUTHTENBHO HHOOPMHPYET LeNTPaIbHLIA Opra

sanpaiuBaione CTOPOHBL O PEIIEHUM 31010 JIMIA.




Cratea 16

Tapaﬂ"mn, MpeloCTABMACMEBIC BRIZLIBACMOMY JHITY

JIMio, SRMRBITNCCCS 110 BBI30BY B KOMICICHTHbIA oprad saupawmparoiucii Cropossl,
HE MOKET HE3ABHCHMO OT €ro IPakTaHcTRa ORITh MPHRIEHEHO K YTOJORHON WIH
4JAMHHUCTPATHBHOA OTBETCTBEHHOCTH, B35ATO NOJ CTPaKy HIH NOABEPrHYTO
OTrpaHHYEHHI) CBODO/IBI HITH HAKARAHHIO 34 IETHHE, COBEPIIEHHOE 10 €r0 Rbe3/ia Ha

TEPPUTOPHIO 3anpalinBatoiied CTOPOHLL.

Brizannoe NHIOO YTPAUHBAET [IPABO HA HENMPHKOCHOBEHHOCTE, IPENYCMOTPEIINOe B
LIYHKTC I HacroscH Crarby, B TOM Cly4ac, CC/IIM OHO, MMCH BOSMOXKHOCTL IIOKUHYTh
TEPPUTOPHIO 3anpaltuBaouieil CToponLl, 11e cIenano 3Toro B TeueHHe 15 cyTok co

JHSH BDYYEHHS EMY LHMCBMEHHOIO YBEAOMIEHMH O TOM, HTO €10 LUPHCYTCTBHE

ncpecTano OLITD II€06KO,Z[HM[:IM I COOTBETCTBVIOMIETO KOMMNETCHTIIONO Opraiia,

HIIH, HOKHHYEB 3TV TEPPUTOPHI), BIIOCHSHACTBHE BO3BPATHIIOCHE HA HEL.

BrizpagHoe NHII0 HE MOXKET OBITL NPpHHMKICHO K Jayc MOKa3aHKi no A€y, HE

VKazaHHOMY R 3ampoce.

Crarna 17
licpexaywa na BpeMd JHII, COAePRANIAXCH MO cTpaKei

(B TOM 4HCIE 0TOBIBAIONIHX HAKAZAHHE B BH/IE JIMIEHUH cB000/1b1)

Jluo, coaepxarieecs noj cTpaxei (B TOM yHcrie oTObIBaKOIIee HAKa3aHHE B BHIE
JIALMIEHHS CROOOARI), HE3aBHCHMO OT €r0 IPAKIAHCTBA MOXKer Obrrs € coraacus
NEHTpaThHOrO opraHa 3anpamuBaemMod CTOpOHBI Mmepejalo 1a  BpeMs
zanpaindpaolieil CTopoHE 108 JauM [NOKA3UHWME B KAYCCTBE CBUUCTCIS MM
MoTeprneRniero nubo JUTd  MPOM3ROJICTRA WHEIX TIPOTIECCYANLITLIX  IeHCTBHA,
VKa3alnpix B 3anpoce O MpaBoBOM MOMOLIH, MPH YCIOBHH, MTO 3TO JMUO Oyaer

RO3RPAITICHO 3anpamreaeMoi (CTOpoHe B onpe/ieieHHble 10 CPOKH.

IeppuuHbIi CPOK, HA KOTOPBLEA JIMLO MOKCT Dbl HICPCIAHD, HE MOKET TIPERKITTIATE
90 nreii. 1lo obocHoRaHHOMY XOaTalCTBY LHEHTPATBLIIOTO Oprala 3anpalssalomei
Croponst  cpok  upcObigaHus  TICPCJI@HHOTO  JHIA  MOXKeT OhITh  [pojneH

IIEHTPajibHbIM OPTaHOM 3anpaliHbaemMoil CTOpolbL.




l'[opsmox H YCJIOBHS NEpenatid 1 BO3BPAaTa JIHLE CorjiacoBLIBAaIOTCA LUCHTPAILIILIMH

opranamu Cropos.

B nepejavde Jivua OTKA3LIBASTCS B CIIYUAAX, CCIIM:

4)  JIMUg, COUCPKALLEECH 10U Crpaxked (B ToM 4Meic o10bIBAIWICEe HAKAZAHHE B
BHIE JTHIUCIIHA CBOGOHLI), 1€ JacT 11a DTO NHCLMEIIIOro CoraacH,
HCOOXOAMMO  YYaCIMC 3TOI'0  JIMU@ B YIOIOBHOM  CYULOLUPOU3BOACIBC,
OCYILECTBISIEMOM Ha TepPUTOPHH 3anpaniusaeMoil CTOPOHEL,
nepejaua  upogimy Cpok  upedmivadus Juga noy crpaxkcei  (0rdbiraHus

HaKa3anWsa B BHJIE JTUIIEHHSA CBOOOLI ).

Sanpamurainmas CtopoHa obs3ana cofiepiaTh TIEpelaiHoe THIO TOJ| CTpawkei,

MOKa OCTACTCs B CHIIE PEHICHHE KOMIIETEHTHOIO oprana EQIIPHIJJHBE!CMOﬁ CTOpClHH

0 ero cofiepwaHdi noj cTpakeil. B caydae ocrRo00KIEHHA W3-NO/A CTPAXKH NHIA.

NepeJaHHoro Mo peleHuio 3anpamreaeMor CTopoHsl, 3ampaiuiBaromas CTopoHa

TIPUMEHSAET K 3TOMY Iy nonoxenna crateii 13, 16 u 18 nactoamero /lorosopa.

Bpems npeObiBaHus HEPEAaHHOI0 JIMIA BHC TCPPUTOPHHM sanpamueacMoid CTopoHkl
3aCUMTHIRACTCA B OOIMMH CPOK €ro cojlepkanud Mo cTpakel (B TOM HHCTe B CPOK

OTOLIBAHMA HAKA3AHHI B BHIEC THILCHKA CBOGDD,H).

Ecau cogepskaieecs noa cTpaked JuLo (B TOM Yucie oTOLIBAIOIIEE TIaKasalue B
BUE JIMIICHUS CBOOO/BI) HE HACT COLMACUS SIBUTHCH B 3anpaimrearoinyo CTopory,

OHO HE 6}’,[[6"{' 34 OTO MOABEPriIyTO MEpaM MPHITYHICHHS HITH HAaKa3aHHIO.

Cratna 18
3au.urra JHH4, SBHEBINEI'UCH HU B]ﬂ.’iOB)’ HJAH uepeuauuuro

HA TCPPUTOPHIO JanpamnBalomeii CToponwi

B cnyuae HeoOxommmocTH 3ampammpamom@s CTopona odecneudBaeT 3allHTy JIMLA,
SBHBIIETOCA IO BbI3OBY WM [ICPCHAHHOLIO HA CC TCPPHUTORHHY H COOTRETCTRHA CO

crateamu 15 1 17 Hactosmero Jlorosopa.




Cratea 19

Ocobbie c1yaH OKA3aAHAN NPABOBOH MOMOIIH

anpawnpaemas CTOpOHA NPEACTARNAET BLIMHCKA W3 YTOJOBHBIX [€1 H (WIK) HMEIOIIHe
K HHM OTHOLUCHHC AOKYMCHTBL  HIIKH HPEAMCTBL. KOTOPLIC HGOGXU;‘],HMI:I AN
paccieoBaliug U (M) cynednoro pazdupaTenLeTsa, eCiid €8 KOMIETEHTHBIE OPraHbl
MDl'y'l' IIOJ[}"'{HL‘I:- HX B CDO'I‘BC'IC'I'B)"I'DI.I.I,I—IX CJ]._\;’“l'd,'d_)ia 34 WCKIHOHCHUCM HOKYMCEHTOB H

NpeIMETOR, COAEPKALIMX CBeIelNs, COCTABIAIOIHNE FOCYIaPCTREINYIO TaMILy.

CraTea 20
OcymecTrIeHE MeD M0 3AMOPANKHBAHNIG, HIBATHH), APECTY,
KON(HCKAIHH T0X010B, HOIy4eNNLIX B Pe3yabTaTe MpecTynuoii

ACHTSIBHOCIH, H CPEACTE COBCPINCHHS NPECTYILICHHH

CTopoHR R COOTRETCTRMH €O CROMM 3aKOHOATENRCTROM OKa3hIRAKDT RIAUMHYIO
MpPaBoBYIO TIOMOIIL B  BLIABJISIIMH, 3aMOPOKMBAIIMH, apecte, HW3LATHH H
KOH(UCKAHH JTOXOIOR, MOIYHCHHBIX R PCIYNLTATC TPECTYNHOH JICATENRHOCTH, H
CPeICTB COBEpLISHHS NPecTYIIIeHHS.

B uenax nactosmero Jlororopa moja AOX0AaMH, MOMYYEHHBIMH B pE3yNbTaTe
MPECTYNHOH JeATeNbHOCTH, NOHMMAKOTCA JIGHEWHBbIe CpeicTBa WIH MHOE
HMYLECTBO. HOIUYHCHHOC B PCsYlbrare COBCPLUCHMA LIPCCTYILICHMA, BhIDYYKa HW
Apyrue BbITOABL, MOMY4eHHbIE OT TAKHX TOXOIOB, OT HMYUIECTBA, B KOTOPOe OLLIH
LPCEPALICHbBL MM HPCOOPA30BAHbI HOXO/b, (IUIYHCHHBIC B PE3YITRTATE TIPECTYMHOK
AeATeNALIOCTH, WM OT MMYIISCTBA, K KOTOPOMY OBLITH MPHOOIISHEI JOXOEL

MOJIYHEHHBIC B PC3YIILTATC llplﬁ:c’l'}"lll—lﬂﬁ U TCABHOCTH.

Ha ociopaiui DOMYYEHIIOrO 3ampoca O MNOpaBOBOH TOMOIIM 3amnpaiidBacMas
CropoHa  LIPUHUMACY MCPbl K YCTAHORICHWID TOTO, HAXOJATCS IH 007 ee
IOPHCAUKUHEH IOXOMLI, TONYICHHLBIE B PE3VILTATE IPECTYNHOMN ASATEILHOCTH, WK
CPEJCTEA COBCPLUCHMS LIPCCTYILICHU, MHQOPMHPYCT 3anpaimiaionyo CTopory o
pe3syJLTaTax TAKOro PO3LICKA H MPHHUMAET Mepbl IO BBIIBICHHK) ACHEKHBIX

CPCUCTE M UMY LUCCTBE, O1CICHHRBAHWIO q]HHﬂHCOBhIX anepai I,I«HL“F H MONYHYEHHIO WHOH

UIHOPMALMK HWIH JIOKA3aTEeNILCTB, KOTOPLIE MOTYT CIOCODCTBORATE OGECIEHECHHIO

BO3Bpala JOXOMOB, IOJVYEHHBIX B Pe3y/IbTATC MPCCTYMHOA AcATCIbHOCTH. B




RAMPACC O TIPOBCACHUM  VKA3ZAHHBIX  ACHCTBME  saupammeaiomas  CTopoHa
unopMupyeT 3anpamupaemylo CTopony ¢6 0CHOBAHHAX, MO3BONAIOIINAX MOJAraTh,
YTO TAKMC [OXO[bl MIM CPCUCTBA COBCPLUCHMS LPECTYIUIEHHS MOryT ObITh

o0HapysKeILl B IOPHCIHKIMA 3anpamupaeMoil CTOPOHBIL.

B cnydac oOHapy#CHMs B COOTBCICIBUM C HIYHKTOM 2 HACTOSLICH CTATEH JOXOA0B,
NOJAYYEHILIX B PE3yNLTaTe NPEeCTYMIION NeATeNbHOCTH, M CPEJICTB COBEPIICHH A
npecTynneHns sanpamysacmas CropoHa Ha OCHOBAHMH LIOJYHEHHOI'O 3alIpoca
HCMONHAST pellelue O 3aMOPAKMBAIIMKA MJIM TATO0XKEHHH apecTa, BbIHECEHHOe
KOMIICTCHTHRIM  OpradHoM S&I'Jpa.l.l.ll*[BaH)LLECﬁ C'iUpUHb.l, HIIH LIDHHHMACT MEpPLL B
COOTBETCTBHH €O CBOMM 3aKOHOJATENLCTBOM B LEJIAX MPEAOTBpALIeNs JIOOLIX
}'[EﬁCTRHﬁ' C TAKHMHW JIOXOJaMH HIH CPCHCTEAMK  COBCPINCHHA  HPCCTYILICHWH,
nepeaaty HiH PacTOPAKEHHA HMH JI0 IPHHATHA B UX OTHOLIEHWH OKOHYATENBHOIO

PCLUCHUS CYLOM 3ALPALIHBAKWIECH 1iid zanpatuueaeMod CTOPOHLBL

3anpawyeaeMas CTopoHa B COOTBETCTBUM CO CBOMM  33KOHOJATENLCTBOM
WCMONHAST RCTYMHRBIIEE R CHJIY RRIHCCCHHOC KOMICTCHTHBIM — OPTaHOM
sanpamupaouied CTOpoHBI pelieHHe 00 W3BATHH W KOH(MHCKALMH JOXOAOB,
TIONTYYEHHRIX R NE3YNRTATE MPECTYTTHOH JCATENRHOCTH, RMPYHIKH W JAPYTUX BRITOJ,
NOJYYEIILIX OT TAKMX J0XOJ0R, OT HMYILECTBA, B KOTOPOE OLLTH MPeBpallelinl HilK
UPeoOPA20BaHbl JOXOALL, OIYUCHHBIC B PE3YIBTATS HPECTYIHOA UCHTCIBHOCTH,
WM OT MMYIIECTBA, K KOTOPOMY OLWIM npHOOIIeNLl AOXOALI, TNOJyUYeHlLle B
PE3YJLTATC  NPCCTYIHHOH  ACHTCHRHOCTM, @ TAKKC CPCACTR  CORCPIIICHWS
pecTYTUIEHHS.

TToskCHMS HACTOMINCH CTAThH PACTIPOCTPAHMKITCH HA PCIICHAT O KOH(MCKAITHH,
BLIHECEHHEIE B paMKax YrONOBHOTO, aJMHUHHCTPATHBHOTO MW IPaKAaHCKOTO

CYUOLIPON3IBOACTEA.

[Ipu peayHzalii TOJOXKEHW HACTOSUIeH CTaThH J0JBKHBI COOMOIaThCA npaBa

NODPOCORECTHRIX  TPEThRUX  IMI| - TipuodpeTaTeneli B COOTBETCTBHH  C

3aKONOATENLCTBOM 3anpaliipaeMoil CTOpPOHEL




Ha ocHopanun Janpoca BHﬂDaU.IHBalOH.leﬁ CTOpOHbl 3anpalHBacMan CTOPUHEI B

COOTBETCTEHH CO CBOMM 3aKOHOJATENBCTROM H COMMaCcOBAHHBIMH NEHTPAThAHBIMH

OpradamMu CT()[.'}UH YCNOBHIAMH MOMKET NIEpCaaTe: mpamﬂBmomeﬁ Cmpouc JOXO0AbL.

MOJOYHEHHBIE B PE3VIILTATE l'IpECT')’TIHf)i:I JACATENBHOCTH, HIH CPENCTRA COBEPIICHHA

MpPeCTVILIEHH.

Craren 21

Pacxonn!

Jaupawmracmas Cropona upuHuMact Ha ccOs 00BIYHBIC PACXOJIBL 110 HCHOJHCHUK)
3anpocoB O MPABOBOH MOMOILM, 38 UCKIIOMEHHEM CNIEAYIOHX PacXodoB, KOTOpbie
Heeer saupamusaoimas Croposa:
a) pacxofipl, CRBA3AHHBIE C MPOE3AOM JHIL HA €€ TEPPHTOPHKY H oOpaTHO B
COOTBETCTBHM €O cTarbaMu 15 1 17 Hacrosiero Joroeopa v ux 11peOblBAHHEM
Ha 3TOH TEPPHUTOPHH, a TAKIKE WHBIC PACXOJIbl, CBA3aHHBIe ¢ obecneyeHHeM
0€301IACHOCTH, HIPEUAVCMOTPCHHBIC JUISL ITHX JIML
Pacxo/sl H FOHOPaPbl IKCTIEPTOBR;
pacxojibl, CBA3AHHBIE ¢ 1POE3JAOM, UPeOBIBAHUEM W LPUCYTCTBHCM
NpeacTaBUTeNeH KOMIETENTIILIX OpPraiop 3anpamupaionieidi CTOPOHLI TpH
HCTIONTHEHHH 2a1poca B COOTBETCTBMH C OYHKTOM 2 CTaThM 9 HACTOHLICIO
Hororopa;
PACXO[IEI 110 MEPEBO3KE NEPSAAHHBIX MPEAMETOR ¢ TEPPHTOPUY SalIPALLMBACMOM

CTopoHbl Ha TEPPUTOPHKD 3anpamKBatomei CTOPOHBI H HX BO3BPAILEIHIO.

Eciu ucuouHeHMe 3anpoca 0 MParROBOH TIOMOMIH TpeQyeT CYINeCTBEeHHBIX WIH
4Pe3BLMHANIILIX PACXO0B, UETPAILILIE Oprantl CTOPOH NPOBOAAT KOHCY/ILTAUMM
¢ LEIBH) OUPEACIICHHS YCIORMH, HA KOTOPRIX MOMXET ORITh MCMONHEH 3anpoc, a

TarkKe NopAnKa NoKpbITHA Pacxoaon.

Cratna 22

KoHcybranus 4 paspeiieHue cnapor

CTOpOHBI MO NPSIOKEHHI) OMHOH W3 HUX LPOBOMHT KOHCYLTAIMKM IO ROTIpOCaM
TOJNKORAHHWS W MPUMEHeHWs HacToAmero Jloropopa b LEAOM WM B OTHOIISHHH

KOHKPETIIOro 3d1poca o !lp;’:lBUBOFl HOMOLLH.
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C]'IOpHH{‘- BOMNPOCEHl, BO3HHEKAIOIIHUE TIPH TOJIKOBAIIHH H INPHMCHCSIHHA HACTOAIICTO

Jlororopa, paspeliakyTCs Y TCM JUINIOMATHYCCKUX LICPELOBOPOE.

Crarea 23

3ARNNYHTCIBHBIC NIOI0KCHHA

[To pzaumuomy cornacuio Cropoll B nactosimmii Jloroop MOryT OBLITh BHECEHBI
HIMCHCHHSH, KOTOpBIC BOTYHAKYT B CHILY B HOPAAKE, YCTAHOBICHHOM B IIVHKTO 2

1IACTOAILESH CTaThH,

Hacroaumi Jlorosop BeTymnaer B cuiny no ucrededun 30 aneil ¢ 1aTel nomydeHus mo
JUILIOMATHYECKMM KallaaaM NOCJeNIero ypeomieiina CTOpOIl O BblIOMICHHHA HMH

BHY TPHIOCY AADCTECHHBIX LPOUEAYP, HCODXOMUMBIX JUIS1 €10 BCTYIUICHUSA B CH.LY.

Hacroswmii Joroeop npekpaiiaer ceoe aedcTeue no veredennn 180 nei ¢ gatsl
MONYYeHHA 00 JIHINOMaTHYecKHM  Kadanam  ofiHoil CTopoHoH NHChMEHHOTO

yBeJOMIeHHMs Apyroi CTOPOHEI O €e HAMEPEHHH NPEKPATHTL €ro JeHCTRHE.

[Ipekpallenre nedictoua nacrosumero orosopa ne sBNsETCA OCHOBAHHEM AJIS
HEHMCIIOJIHEHHA  3allPOCOB O  [PABOBOH IIOMOLLM, HANDPABICHHBIX JI0  JdThl

nipeKpailienka AeHCTRUA HacToAero Jlorosopa.

B noxreepkaenue 'ero HHKETIOANHCABITHECS, OYAy'UH IOMKHEIM 0o0pazom Ha TO

ynojisomoucksl CTopoHami, TOATHCATH HacTosi /lororop.




Cosepmeno B r. Mockse 13 Jlexabpa 2019 roza B ayx 3K2CMIULIpax. KayKILI Ha
WHIONE3HECKOM, DPYCCKOM W AHITTHHCKOM S3BIKax, MPH JTOM BCE TEKCTBI HMEIOT
OJMHAKOBYI) CHIY. B Clydae pacx(kieHus B TOINKOBAHHM MCIONL3YETCH TEKCT Ha

AHIJTHHACKOM S13bIKE,

3A PECIIVBJIAKY HHAOHEIWIO 3A POCCHHACKYIO QETEPAIIHIO

ACO X. JAQ M AJNEKCAHJIP
MWHHCTP IOCTHIHHA KOHOBA.IOB
1 [0 TPABAM YEJIOBEK A MUWHHCTP HOCTH




Ot

REPUBLIK INDONESIA

TREATY
BETWEEN
THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE RUSSIAN FEDERATION
ON
MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS

The Republic of Indonesia and the Russian Federation hereinafter referred to

as ‘the Parties”

RECOGNIZING the existing friendly relations and cooperation between the
Parties,

DESIRING to provide legal framework for more effective cooperation between
the Parties in combating crime,

INTENDING to extend to each other widest measures of cooperation in the area
of mutual legal assistance in criminal matters, by concluding the present Treaty,

ON the basis of respect of sovereign equality and territorial integrity, non-
interference with internal affairs and mutual benefit,

HAVE AGREED as follows:




Article 1
Obligation to grant legal assistance

The Parties shall, in accordance with this Treaty, grant to each other mutual
legal assistance in criminal matters (hereinafter referred to as “legal
assistance”).

Legal assistance is provided in accordance with this Treaty if the offence, in
connection with which the request was issued, is criminally punishable
according to the law of both Parties. The Requested Party may upon its
own consideration grant legal assistance also in case the offence, in
connection with which the request was received, is not criminally punishable

under its legislation.

The purpose of this Treaty is exclusively granting legal assistance by one
Party to the other Party. The provisions of this Treaty shall not give rise to a
right for a natural or legal person to obtain or exclude any evidence or to
prevent the execution of a request.

This Treaty shall not grant to competent authorities of one Party the right to
exercise in the territory of the other Party powers which fall exclusively
within the competence of that other Party.

This Treaty shall apply to requests for legal assistance, presented after the

entry into force of this Treaty even if the corresponding act or omission took
place before this date.

Legal assistance may also be granted in connection with investigations,
prosecutions or proceedings relating to criminal offences concerning
taxationffiscal and customs.




Article 2
Scope of application

1. Legal assistance shall include:
. service of procedural documents;
. taking evidence;
. location and identification of persons and objects;
. request for voluntary appearance of witnesses, victims and experts

before the competent authority of the Requesting Party;

. temporary transfer of persons in custody or serving sentences of
imprisonment to participate in criminal proceedings in the territory of the
Requesting Party as witnesses and victims or for the purpose of other
criminal proceedings indicated in the request;

. taking measures on freezing, restrain, seizure/forfeiture, and confiscation

of proceeds of crime and the instruments of crime;
. transfer of documents, objects and other evidence;
. granting permission to the representatives of the competent authorities of
the Requesting Party to be present at the execution of the request;
I. search and seizure,
. praviding information, documents and objects:
. any other forms of legal assistance consistent with the objectives of this
Treaty and not inconsistent with the law of the Requested Party.

This Treaty shall not apply to:

a. the arrest or detention of any person with a view to the extradition of that
person;

b. the transfer of persans in custody to serve sentences; and

c. the transfer of proceedings in criminal matters.




Article 3
Central and Competent Authorities

In order to provide for the appropriate cooperation of the Parties in the
framework of this Treaty, Central Authorities for the Parties shall be
appointed.

For the Republic of Indonesia the Central Authority shall be:
The Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

For the Russian Federation the Central Authorities shall be:

The Ministry of Justice of the Russian Federation for purposes connected
with the proceedings of the courts of the Russian Federation;

The General Prosecutor's Office for all other purposes of granting legal

assistance.

The competent authorities are the authorities duly authorized by each Party

requested.

The Parties shall promptly notify each other through diplomatic channels in
case of any change of their Central Authorities and their competences.

The Central Authorities of the Parties shall directly transmit and receive all

requests for legal assistance provided for in this Treaty and responses to

them.

The central authorities of the Parties shall execute the request for legal
assistance directly or transmit it to the competent authority for execution.

If a central authority transmits the request for execution to a competent
authority, it shall ensure prompt and appropriate execution of this request by the

competent authority.




Article 4
Form and contents of the request

1. Arequest for legal assistance shall be made in writing.

2. The Requested Party shall immediately receive the request for the
execution upon its delivering by telex, facsimile, electronic mail or other
such type of communication and the original of the request shall be
submitted promptly thereafter by the Requesting Party. The Requested
Party shall inform the Requesting Party of the results of the execution of the
request only with the condition that it receives the original of the request.

Request for legal assistance shall contain:

a. the name of the competent authority requesting legal assistance;

b. the purpose of the request and description of the requested legal
assistance;

c. a description of the offence in connection with which the inquiry, the
investigation or the proceedings are conducted, legal qualification, the
text of the relevant law in terms of which the offence is criminally
punishable, and also if possible the nature and extent of the loss or
damage caused as a result of this offence:;

. reasons for use and a description of any particular procedures that the
Requesting Party wishes to be followed in execution of the request;

. identity of the persons who are the subjects of the inquiry, the

investigation or the proceedings;

. any time limit within which compliance with the request is desired by the
Requesting Party;

. identity, including full names, family names (middle names) and
addresses and also if possible telephone numbers, of the persons who
are to be notified and their connection to the investigation or praceedings
in progress;

. indication of the location and description of the place, where inspection
and search is required, and of the objects to be seized:




LT

. questions to be asked in order to gather evidence in the Requested

Party;

j- in case of an indication that the presence of representatives of the

competent authorities of the Requesting Party is desired, their full names
and official designations as well as grounds for their presence:

k. the need, if any, for confidentiality of the fact that the request was
received of its contents and/or of any action undertaken in connection
with the request;

l. any other information that might be useful to the Requested Party in
order to execute the request.

4. If the Requested Party considers that the information contained in the
request is insufficient for its execution, that Party may request additional
information.

Article 5

Languages

Request for legal assistance, its supporting documents and additional
information forwarded in accordance with this Treaty shall be accompanied by
translation into the language of the Requested Party, or, subject to preliminary
agreement of the Central Authorities of the Parties, into English. The same
procedure shall be applied to the documents and information forwarded in
response to such request.

Article 6

Refusal or postponement of requests

1. Legal assistance shall be refused if:
a. the execution of the request would impair the sovereignty, security, public
order or other essential interests of the Requested Party:
b. the execution of the request is contrary to the law of the Requested Party

or does not comply with the provisions of this Treaty;




. the request relates to the offence for which the person accused of
criminal offence in the Requesting Party was convicted or acquitted in the
Requested Party in connection with the same offence, or for which the
limitation period elapsed;

. the request relates to a crime under military law that is not a crime under
general criminal law;

. the Requested Party has substantial reasons to believe that the request
was submitted in order to prosecute the person on grounds of race,
gender, faith, citizenship, ethnic origin or political convictions, or the
position of that person may be prejudiced because of any of these

causes.

Bank secrecy or confidentiality of taxation may not be invoked as the

absolute ground for refusal to grant legal assistance.

Legal assistance may be postponed or refused by the Requested Party if
execution of the request would damage or impede an ongoing investigation
or proceedings in the territory of the Requested Party.

Before making a decision to postpone or refuse the execution of the request

the Requested Party shall consider whether legal assistance may be

granted subject to such conditions, as it deems necessary. If the

Requesting Party accepts legal assistance subject to these conditions, it is
obliged to comply with them.

If the Requested Party decides to postpone execution of, or refuse to grant
a request, it shall promptly inform the Requesting Party via its Central

Authority and give reasons for that decision.




Article 7
Validity of the Documents

Documents transmitted pursuant to this Treaty and attested to by the seal of
competent or Central Authority of the transmitting Party are admissible in
evidence without further authorization or any other form of certification.

At the request of the Requesting Party, the documents transmitted within
the framework of this Treaty, may be certified in any other form, as
indicated in the request pravided that is not contrary to the legislation of the
Requested Party.

For the purposes of this Treaty the documents which are recognised as
official in the territory of one Party shall be recognised as such in the
territary of the ather Party.

Article 8
Confidentiality and the limitations of use of information

The Requested Party upon request of the Central Authority of the
Requesting Party shall provide in accordance with its legislation for the
confidentiality of the fact of the receipt of the request for legal assistance, of
its contents or any action taken pursuant to the request, excluding the
cases when the breach of confidentiality of the request is necessary for its
execution.

If the execution of the request makes it necessary to remove this limitation,
the Requested Party shall in writing seek the permission of the Requesting

Party, without which the request will not be executed.

The Requesting Party shall not use the information or evidence obtained

under this Treaty without the prior permission of the Requested Party for
purposes other than those indicated in the request for legal assistance.




In cases where the Requesting Party needs to disclose and use fully or in
part the information or evidence for purposes other than those stated in the
request, it shall seek the consent of the Requested Party, which may either
agree or refuse, fully or partially, such permission, as the case may be.

Article 9

Execution of requests for legal assistance

Requests for legal assistance shall be executed in accordance with the laws
of the Requested Party and the provision of this Treaty.

At the request of the Requesting Party, the Requested Party shall grant
legal assistance in form and in accordance with any special procedure
indicated in the request, insofar as it is not inconsistent with the laws of the
Requested Party.

If the Requesting Party seeks the presence of the representatives of its

competent authorities during the execution of a request, the Requested
Party will inform the Requesting Party about its decision. In case of a
positive decision, the Requesting Party will be informed beforehand of the
time and the place of the execution of the request.

The Central Authority of the Requested Party will timely fransmit the
information and the evidence received consequent to the request to the
Central Authority of the Requesting Party.

If it is not possible to execute the request in full or in part, the Central
Authority of the Requested Party will immediately inform the Central
Authority of the Requesting Party of such inability and also the reasons

therefore.
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Article 10
Service of Documents

In accordance with the request for legal assistance, the Central Authority of
the Requested Party shall immediately serve or arrange the service of any
procedural documents.

The Requesting F'arty shall transmit a request for the service for the

document pertaining to a response or appearance in the territory of the
Requesting Party within a reasonable time, before the scheduled response
or appearance.

Execution of such request shall be confirmed by the document of service
indicating the date and signature of the addressee or the statement of the
competent authority of the Requested Party, confirming the fact, date and
means of service. The Requesting Party shall be promptly informed of the
service of documents.
Article 11
Taking of evidence in the Requested Party

In compliance with its laws, the Requested Party shall in its territory take
testimony of witnesses, victims and experts or produce documents, items
and evidence indicated in the request and transmit it to the Requesting
Party.

The representatives of the competent authorities of the Requesting Party
that are present at the execution of the request shall be allowed to
formulate questions that may be put to the corresponding persan through

the representative of the competent authority of the Requested Party.

The Requesting Party shall observe any conditions imposed by the
Requested Party in relation to any documents and objects which may be
delivered to it, including conditions for the protection of third party interests

in any such documents and objects.
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4. Upon a request by the Requested Party, the Requesting Party shall, as
soan as passible, return the originals of documents and items delivered to it
in accordance with Paragraph 1 of this Article.

Article 12
Provision of information, documents and objects

The Requested Party shall provide the Requesting Party with copies of
documents and information of Governmental authorities, which under its

laws are publicly available.

The Requested Party may, subject to its laws, provide the Requesting Party

with any information, documents and objects in possession of a government

department or agency but not publicly available, to the same extent and
under the same conditions as they would be available to its own law

enforcement and judicial authorities.

Article 13

Search and Seizure

The Requested Party shall, insofar as its law permits, carry out requests for
search, seizure and delivery of any material to the Requesting Party which
is relevant to an investigation or other proceedings in relation to the pending
criminal matter in the Requesting Party, provided that the request includes
information enough to justify such action under the laws of the Requested
Party.

The Requested Party shall provide such information as may be required by
the Requesting Party concerning the result of any search, the place of
seizure, the circumstances of seizure and the subsequent custody of the

material seized.




The Requesting Party shall observe any conditions imposed by the
Requested Party in relation to any seized material which is delivered to the
Requesting Party.

Article 14
Location and identification of persons and objects

The competent authorities of the Requested Party shall use its best efforts as
provided for by its law to ascertain the location and identity of persons and
objects specified in the request.

Article 15
Request for appearance of witnesses, victims and experts
in the territory of the Requesting Party

If the Requesting Party submits a request for personal appearance to
produce evidence, carry out expert examination or for other procedural
measures in its territory, the Requested Party shall infoarm the person
concerned of the request of the Requesting Party to appear before its
competent authorities.

The request for the person to appear shall contain information on the
conditions and requirements to cover cost and the expenses related to the

appearance of the summoned person, as well as the list of guarantees

which will be provided to the person under Article 16 of this Treaty.

The request for the person to appear shall not contain any threat to use
coercive measures or penalty in case of a failure of the person to appear in
the territory of the Requesting Party.

The summoned person will take the decision to appear voluntarily. The
Central Authority of the Requested Party shall promptly inform the Central
Authority of the Requesting Party of the person’s response.




1.

Article 16
Safe conduct

A person present before the competent authority in the Requesting Party
notwithstanding its citizenship shall not be subjected to criminal prosecution
or administrative responsibility, detained or subjected to any other
restriction of personal liberty or punishment in the territory of this Party for
any acts which preceded that person’s entry into the territory of the
Requesting Party.

The summoned person shall lose his/her right to inviolability provided for in

the Paragraph 1 of this Article if a person, being free to leave the territory of

the Requesting Party, has not left it within a period of 15 days after being
notified in writing that the person's attendance is no longer required by the
relevant competent authority or, having left that territory, has voluntarily
returned.

The summoned person shall not be forced to present evidence on any other

case than that indicated in the request.

Article 17
Temporary transferring persons in custody
(including those serving punishment in the form of imprisonment)

A person in custady (including a person serving a sentence in the form of
imprisonment) notwithstanding citizenship, with the consent of the Central
Authority of the Requested Party may be temporarily transferred to the
Requesting Party to give evidence as a witness or a victim or to assist in
other proceedings indicated in the request provided that the person is
returned to the Requested Party within the time limit imposed by it.




Initial term for which the person may be transmitted shall not exceed
90 days. Upan the request of the Central Authority of the Requesting Party,
based on substantial grounds, the term of stay of the transferred person
may be extended by the Central Authority of the Requested Party.

The order and the conditions of transfer and return of the person shall be
coordinated by the Central Authorities of the Parties.

The transfer of the person shall be refused:
a. if the person in custody (including the person serving a sentence in the
form of imprisonment) does not give consent in writing to this;
. if participation of this person in the criminal proceedings in the territory of
the Requested Party is necessary;
. if the transfer extends the period of custody (service of sentence in the
form of imprisonment) of the person.

The Requesting Party shall hold the transmitted person in custody insofar
as the decision of the competent authority of the Requesting Party to hold
that person in custody is in force. In case of release of the person in
custody upon the decision of the Requested Party, the Requesting Party
shall use the provisions of Articles 15, 16 and 18 of this Treaty in relation to

that person.

The period of transfer of the person outside the territory of the Requested
Party is regarded as part of being in custody (including service of sentence
in the form of imprisonment).

If the person in custody (the person serving the sentence in the form of

imprisonment included) does not consent to appear before the Requesting
Party that person by reason thereaf shall not be liable to any measure of
compulsion or penalty.




Article 18
Protection of the person appearing upon request
or transferred to the territory of the Requesting Party

If necessary, the Requesting Party shall provide for the protection of the person
appearing upon request or transferred ta its territory in accordance with Articles
15 and 17 of this Treaty.

Article 19
Special cases of granting legal assistance

The Requested Party shall submit upon request extracts from the criminal case-
files and/or documents and items related to them that are necessary for the
investigation and/or judicial proceedings if its competent authorities can receive
them in similar cases, except documents or items containing secret of the State.

Article 20
Performance of measures on freezing, seizure/forfeiture, restrain

and confiscation of proceeds of crime and the instruments of crime

The Parties, in accordance with their laws, shall assist each other in tracing,
freezing, seizing/forfeiting, restraining and confiscating proceeds and
instruments of crime.

For the purposes of this Treaty, “proceeds of crime® mean property
including monetary funds or other property derived from, directly or
indirectly, as result of crime, income and other benefits received from these
proceeds, or property into which the proceeds were converted or
transformed, or property to which the proceeds were adjained.

The Requested Party shall, upon request, endeavour to ascertain whether
any proceeds of crime or instruments of crime are located within its
jurisdiction, notify the Requesting Party of the results of its inquiries, and

take measures for revealing the monetary funds and property, tracking

financial operations and receiving any other information or evidence which
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can facilitate securing of return of the proceeds of crime. In making the
request, the Requesting Party shall notify the Requested Party of the basis
of its belief that such proceeds or instruments may be located in its
jurisdiction.

Where, pursuant to paragraph 2 of this Article, suspected proceeds or
instruments of crime are found, the Requested Party shall upon request
give effect to a restraining or freezing order made by a competent authority
of the Requesting Party or take such measures as are permitted by its law
to prevent any dealing in, transfer or disposal of those suspected proceeds
or instruments of crime, pending a final determination in respect of those
proceeds or instruments by a court of the Requesting Party or the
Requested Party.

The Requested Party shall, to the extent permitted by its law, give effect to

a final order made by a competent authority of the Requesting Party on
seizure/forfeiture or confiscation of the proceeds of crime, monetary funds
or other property received as a result of crime, income and other benefits
received from these proceeds, or property into which the proceeds of crime
were converted or transformed, or property to which the proceeds of crime
were adjoined, or of the instruments of crime.

The provisions of this Article also apply to decisions on confiscation
rendered within criminal, administrative and civil proceedings.

In the application of this Article, the rights of bona fide third parties shall be
respected under the law of the Requested Party.

At the request of the Requesting Party, the Requested Party may, to the
extent permitted by its laws and under any terms and conditions agreed to
by the Central authorities of the Parties, transfer the proceeds or

instruments of crime to the Requesting Party.




Article 21
Expenses

1. The Requested Party shall meet the regular costs of executing the requests

for legal assistance, except that the Requesting Party shall bear:

. the expenses associated with the travel of persons to and from its
territory in accordance with Article 15 and 17 of this Treaty and their
presence in that territory, as well as other expenses including those
incurred in relations to the protection of those persons and payments due
to those persons;

. the expenses and fees of experts;

. the expenses associated with the travel and presence of the
representatives of the competent authorities of the Requesting Party at
the execution of the request in accordance with Article 9 Paragraph 2 of
this Treaty;

. the expenses associated with the transition of transmitted objects from
the territory of the Requested Party to the territory of the Requesting
Party and back. -

If execution of the request requires expenses of substantial or extraordinary
nature, the Central Authorities of the Parties shall consult to determine the
terms and conditions under which the requested assistance can be
provided, as well as the order of expenses regulation.

Article 22

Consultations and resolutions of disputes

The Parties at the request of either of them shall consult on interpretation or
application of this Treaty, either generally or in relation to a particular
request.

Disputed issues resulting from interpretation or application of this Treaty
shall be resolved through diplomatic negotiations.
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Article 23
Final provisions

Upon the mutual agreement of the Parties, this Treaty may be amended,
and such amendments shall enter into force in accordance with the
procedure provided for in Paragraph 2 of this Article.

This Treaty shall enter into force 30 days after the last date of which the
Parties have notified each other through diplomatic channels that their
respective domestic legal requirements for the entry into force of this Treaty

have been complied with.

The present Treaty shall terminate 180 days after the date either of the
Parties has received through diplomatic channels a written notification by

the other Party of its intention to terminate it.

Termination of this Treaty shall nat be the ground for non-execution of any
request for legal assistance received prior to the date of termination of this

Treaty.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly autharized thereto by
their Respective States, have signed this Treaty.

DONE in duplicate at Moscow on the 13™ day of, December 2019 in
Indonesian, Russian, and English languages, all texts being equally authentic.

In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR oo
THE REPUBLIC OF mnodé'sm'

rd
y

YASONNA H. LAOLY
Ml_ngER OF LAW AND HUMAN MINISTER OF JUSTICE
i RIGHTS
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